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DESEMBER 2010

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pasal 64  telah mengamanatkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bersama-sama Menteri Teknis untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Dalam konteks kebijakan DAK, Bappenas juga bertanggung jawab untuk menyusun arah kebijakan DAK dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung keberlanjutan operasionalisasi fungsi Bappenas, maka pada tahun 2010 diselenggarakan kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK bidang keluarga berencana yang didukung oleh Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK (TKPKP2E-DAK) Bappenas, serta dibantu oleh Sekretariat TKPKP2E-DAK Bappenas.

Kegiatan koordinasi strategis tahun anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak difokuskan pada kegiatan koordinasi dalam perumusan arah kebijakan DAK Bidang KB tahun 2011, perencanaan teknis DAK Bidang KB tahun 2011, pemantauan pelaksanaan DAK Bidang KB tahun 2010, dan evaluasi DAK Bidang KB tahun 2009.  Kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan DAK bidang KB dilakukan di 2 provinsi terpilih yaitu Provinsi Bengkulu dan Jawa Timur. 
Hasil dari kegiatan koordinasi strategis penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi DAK bidang KB tahun anggaran 2010 diharapkan mampu memberikan gambaran sekaligus masukan untuk perbaikan pelaksanaan DAK bidang KB pada tahun berjalan dan perbaikan perencanaan kegiatan DAK bidang KB pada tahun berikutnya. Dalam menyusun laporan ini, kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun agar laporan kegiatan koordinasi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat, terima kasih. 
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pasal 64 telah mengamanatkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bersama-sama Menteri Teknis untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Di samping itu, dalam konteks kebijakan DAK, Bappenas bertanggung jawab untuk menyusun arah kebijakan DAK dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Oleh karena itu, untuk mendukung operasionalisasi fungsi Bappenas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi  diperlukan dukungan kegiatan yang bersifat lintas kedeputian dan lintas direktorat dalam bentuk koordinasi strategis. Kegiatan koordinasi strategis tersebut secara terbatas telah berjalan sejak tahun 2006. Sementara, pada tahun 2008 Bappenas telah membentuk Tim Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (TKP2E-DAK) melalui Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. Kep. 010A /M.PPN/01/2008  Selanjutnya untuk mendukung operasionalisasi TKP2E-DAK telah dibentuk pula Sekretariat TKP2E-DAK Bappenas melalui Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. Kep. 027 A/SES/01/2008 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2008

Selanjutnya, untuk mendukung keberlanjutan operasionalisasi fungsi Bappenas maka pada tahun 2010 diperlukan kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK yang didukung oleh Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK (TKPKP2E-DAK) Bappenas, serta dibantu oleh Sekretariat TKPKP2E-DAK Bappenas. Dengan demikian diharapkan berbagai permasalahan DAK yang bersifat umum, serta DAK KB khususnya dapat lebih cermat dipantau dan dievaluasi sehingga dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk perencanaan dan penganggaran ke depan. 

Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu bidang yang ditetapkan mendapat DAK mengingat pengendalian jumlah penduduk merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional jangka panjang. Dalam RPJMN 2004-2009 kegiatan terkait kependudukan dan KB dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk. Selanjutnya di dalam RPJMN 2010-2014, pengendalian jumlah penduduk masih dilanjutkan melalui program kependudukan dan KB. Pembangunan kependudukan tersebut semakin diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan untuk melaksanakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. 

Berbagai keberhasilan pelaksanaan program KB di tingkat nasional yang ditandai dengan penurunan Total Fertility Rate/TFR, peningkatan Contraceptive Prevalence Rate/CPR, dan penurunan unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) telah berhasil dicapai, namun demikian isu kesenjangan/disparitas antarprovinsi, antarkondisi sosial ekonomi masyarakat pada beberapa indikator capaian tersebut masih relatif besar dikarenakan tidak meratanya akses dan informasi pelayanan KB termasuk di dalamnya kesehatan reproduksi yang disebabkan oleh kendala operasional pelayanan KB, seperti kurangnya promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi akan layanan KB, terbatasnya kapasitas sumber daya pengelola KB, serta masih rendahnya dukungan dana operasional bagi tenaga lini lapangan. Selain itu, isu gender, budaya, dan kendala geografis juga masih menjadi faktor penghambat pencapaian KB secara lokal. 

Sesuai tujuan pengalokasian DAK, berbagai alasan-alasan tersebut memperkuat posisi bidang KB untuk mendapat dukungan DAK dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Oleh karena itu, mulai tahun 2008 bidang KB mendapat DAK dengan nama awal DAK kependudukan yang kemudian berubah menjadi DAK bidang KB sejak 2009. Anggaran DAK KB terus mengalami peningkatan sejak tahun 2008 meskipun peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2009, DAK KB dialokasi sebesar Rp 279,01 M untuk dialokasikan ke 279 kab/kota. Pada tahun 2009, jumlah DAK KB meningkat menjadi Rp 329,01 M untuk 373 kab/kota. Alokasi DAK KB pada tahun 2010 sama dengan alokasi pada tahun sebelumnya, namun jumlah menu DAK KB dan jumlah kab/kota penerimanya meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2011, peningkatan DAK KB cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp 39 M dan diperuntukkan bagi 416 kab/kota.

Grafik 1.Tren Alokasi DAK KB Tahun 2008 - 2011
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Sumber: Petunjuk Teknis DAK KB (Berbagai Tahun)

Terkait dengan pengelolaan peruntukan DAK KB, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan DAK KB. DAK KB digunakan untuk mendukung prioritas nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditentukan setiap tahunnya. Selama 3 tahun pelaksanaan DAK KB –mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, DAK hanya diperuntukkan  bagi penyediaan sarana fisik-, maka di dalam petunjuk teknis pelaksanaannya, DAK KB digunakan untuk pengadaan laptop, kendaraan roda dua bagi PKB/PLKB, pengadaan sarana klinik seperti IUD kit, obgyn bed, implant kit, pengadaan mobil unit pelayanan dan penerangan untuk mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat, public address, BKB Kit, KIE Kit, serta pembangunan dan renovasi gudang penyimpanan alat dan obat kontrasepsi (Alokon). 

Terkait dengan hal-hal tersebut, berbagai permasalahan dan kendala teknis pelaksanaan DAK KB seperti adanya ketidaksesuaian usulan penggunaan DAK di daerah dengan peruntukan alokasi DAK dari pusat; ketidakdisiplinan pelaporam DAK KB tanpa adanya reward and punishment pada kementerian/lembaga dan daerah; ketidaktepatan waktu pelaporan DAK KB dari SKPD KB ke BKKBN Provinsi dan dari BKKBN Provinsi ke BKKBN pusat; serta adanya ketidaksesuaian pemanfaatan DAK dengan petunjuk teknis haruslah menjadi bahan pemantauan dan evaluasi tersendiri guna perbaikan mekanisme pengalokasian dan pemanfaatan DAK secara  umum dan DAK KB secara khusus. 

Selain itu, isu data dan mekanisme koordinasi antarkementerian/lembaga, serta isu pemanfaatan DAK KB untuk penggunaan yang sifatnya nonfisik juga memerlukan review dan  analisis yang lebih mendalam. Terkait dengan data, BKKBN tidak memiliki basis data seluruh kebutuhan yang akan didanai oleh DAK, seperti usulan pengadaan obgyn bed. Seharusnya ada mekanisme koordinasi yang jelas antara Kementerian Kesehatan dengan BKKBN dalam hal mendata dan mengalokasikan kebutuhan tersebut, sehingga pengadaan obgyn bed memang sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sinergis, dan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan DAK KB dengan DAK kesehatan. Terkait dengan penggunaan DAK untuk kegiatan yang bersifat nonfisik, dana operasional bagi tenaga lini lapangan (PKB/PLKB) di beberapa daerah dirasakan amat penting oleh BKKBN maupun SKPD KB dalam mendukung pencapaian peserta KB baru dan aktif, sehingga dukungan atas dana operasional tersebut dirasa makin diperlukan. Hal ini masih menjadi bahasan tersendiri, mengingat peruntukan DAK KB masih mengacu pada PP 55/2005 Tentang Dana Perimbangan.

1.2. Tujuan 

Kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang Keluarga Berencana bertujuan untuk:

1. Melakukan koordinasi dalam perumusan arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana tahun 2011; 

2. Melakukan perencanaan teknis DAK Bidang Keluarga Berencana tahun 2011;

3. Melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Bidang Keluarga Berencana tahun 2010;

4. Melaksanakan evaluasi DAK Bidang Keluarga Berencana tahun 2009.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi DAK Bidang Keluarga Berencana adalah:

1. Tersusunnya arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana dalam RKP 2011;

2. Tersusunnya perencanaan DAK Bidang Keluarga Berencana tahun 2011;

3. Terlaksananya pemantauan DAK Bidang Keluarga Berencana tahun 2010;

4. Terlaksananya evaluasi DAK Bidang Keluarga Berencana tahun 2009. 

1.4. Ruang Lingkup 

1. Penyusunan Arah Kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana dalam RKP 2011

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rancangan arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana dalam RKP tahun 2011.

2. Perencanaan Teknis DAK Bidang Keluarga Berencana  


Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana teknis DAK Bidang Keluarga Berencana tahun 2011. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat lintas kementerian/lembaga.

3. Pemantauan Pelaksanaan DAK Bidang Keluarga Berencana

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan DAK Bidang Keluarga Berencana di daerah terpilih. 
4. Evaluasi DAK Bidang Keluarga Berencana

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan DAK Bidang Keluarga Berencana tahun 2009. 

1.5. Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1.  Arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana dalam RKP Tahun 2011;

2. Matriks rencana teknis DAK Bidang Keluarga Berencana Tahun 2011; dan
3. Laporan pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Keluarga Berencana Tahun 2010.
1.6. Metodologi 

Pelaksanaan koordinasi strategis penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi DAK bidang KB tahun 2010 telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan, antara lain melalui (1) koordinasi penyusunan arah kebijakan DAK dalam RKP 2011 dan perencanaan teknis DAK bidang KB; (2) penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi; (3) pengumpulan data sekunder melalui studi kebijakan dan literatur mengenai DAK; (4) melakukan identifikasi masalah dan mengenali isu-isu strategis DAK khusunya DAK KB; (5) pengumpulan data primer melalui pelaksanaan kunjungan lapang, focus group discussion (FGD) dan interview dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan DAK KB; (6) rekapitulasi hasil pengisian instrumen pemantauan dan evaluasi; (4) analisis data dan penyusunan rekomendasi.

BAB II
METODOLOGI

Pelaksanaan koordinasi strategis penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi DAK bidang KB tahun 2010 telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yang meliputi sebagai berikut. 

2.1. Penyusunan Arah Kebijakan dan Perencanaan Teknis DAK KB

Kegiatan koordinasi strategis ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan BKKBN pusat untuk menyusun arah kebijakan DAK KB yang akan dirumuskan ke dalam dokumen RKP 2011. Kegiatan ini dilaksanakan paralel dengan perencanaan teknis DAK KB. Disepakati jumlah kabupaten/kota yang direncanakan akan mendapat DAK, alokasi pagu indikatif DAK Bidang KB, dan menu-menu kegiatan DAK KB yang akan dilaksanakan pada tahun 2011. Arah kebijakan, tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, indikator kinerja, rincian kegiatan, data teknis, prioritas lokasi, kriteria teknis dan indeks teknis, serta alokasi anggaran per tiap kegiatan dalam DAK KB ditulis dan disepakati melalui trilateral meeting. Trilateral meeting tersebut dilaksanakan pada bulan mei 2010 dan ditandatangani oleh 2 lembaga, yaitu Bappenas dan BKKBN. Pagu indikatif tersebut kemudian ditetapkan menjadi pagu definitif dengan dikeluarkannya nota keuangan pada bulan Oktober 2010.

2.2. Penyusunan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi DAK KB 

Data yang diperlukan dalam kajian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui FGD yang dilaksanakan saat kunjungan lapang ke daerah penerima DAK KB dengan terlebih dahulu mengirimkan instrumen pemantauan dan evaluasi yang diisi oleh SKPD provinsi dan kab/kota. Wawancara mendalam secara langsung dilakukan dengan para pemangku kepentingan yang terkait, meliputi BKKBN pusat, BKKBN provinsi, Bappeda provinsi, Bappeda kab/kota, dan SKPD KB untuk menggali informasi lebih dalam mengenai berbagai kendala dan permasalahan mengenai DAK KB. Selanjutnya, data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen perencanaan, baik di pusat dan daerah yang terkait dengan DAK KB, meliputi RKP, RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan SKPD KB.

Selanjutnya, untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan DAK KB pada tahun 2009 dan 2010, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis, khususnya yang terkait dengan DAK KB, melalui pengumpulan data sekunder dan studi literatur. Literatur yang dimaksud berupa berbagai kebijakan DAK bidang KB baik dalam RKP maupun petunjuk teknis pelaksanaan DAK KB, kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan berbagai peraturan perundangan yang mendukung guna mendukung analisis. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan meliputi (1) dokumen kebijakan terkait DAK KB yang tertuang di dalam RKP Tahun 2009, RKP Tahun 2010, RKP Tahun 2011; (2) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK KB Tahun Anggaran 2009 dan 2010; (3) berbagai regulasi berupa peraturan perundangan yang mengatur DAK KB, serta data target dan realisasi pelaksanaan DAK KB pada tahun 2009 dan 2010. Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan DAK KB meliputi:

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
d) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; 
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
f) Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008 SE 1722 MK 07/2008 900/3556/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171.1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Alokasi dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009;
h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2009 Tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus TA 2010;
i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
j) Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah.

Berdasarkan berbagai literatur tersebut di atas, dirumuskanlah draft instrumen monitoring dan evaluasi. Untuk menyempurnakan draft intrumen tersebut, dilakukan serangkaian rapat koordinasi dengan BKKBN pusat untuk mengidentifikasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi DAK bidang KB tahun 2009 dan 2010. Melalui forum tersebut diharapkan desain instrumen pemantauan dan evaluasi yang dibuat dapat benar-benar mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK KB, dapat menggali masukan untuk perbaikan DAK KB pada tahun-tahun mendatang, dan mengevaluasi manfaat dari kegiatan DAK KB yang telah dilaksanakan. Penyusunan instrumen evaluasi mengacu pada SEB tiga Manteri Tahun 2008 Tentang Juklak Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK, yaitu untuk melihat perencanaan, pelaksanaan kegiatan DAK KB, serta pelaporan, pemantauan, dan evaluasinya. Instrumen pemantauan dan evaluasi tersebut disusun untuk diisi oleh para pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAK KB sebelum dilaksanakan kunjungan lapangan ke provinsi. Pihak-pihak yang akan mengisi instrumen monitoring dan evaluasi tersebut meliputi (instrumen pemantauan dan evaluasi terlampir):

1. BKKBN Pusat

2. BKKBN Provinsi

3. Bappeda Provinsi

4. Bappeda Kabupaten/Kota

5. Kepala SKPD KB Kab/Kota

6. SKPD KB Pengelola DAK KB Kab/Kota

7. Pengelola Klinik KB (Dinas Kesehatan)

8. Tenaga Lini Lapangan (PLKB)

2.3. Kunjungan Lapang ke Provinsi
Kunjungan ke provinsi dilakukan dalam rangka mengumpulan data primer, yaitu dengan (1) meninjau langsung pelaksanaan DAK KB tahun 2010; (2) review dan evaluasi pelaksanaan DAK KB tahun 2009 yang dilakukan dengan menyelenggarakan diskusi dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi (BKKBN provinsi, Bappeda Kab/Kota, SKPD kabupaten/kota (Pengelola DAK KB), dan para tenaga lapangan KB yang lebih banyak terlibat di dalam pemanfaatan menu-menu yang diadakan melalui DAK KB; serta (3) mendapatkan kembali instrumen pemantauan dan evaluasi yang telah diisi. Forum ini digunakan sebagai sarana untuk mengkonfirmasi pelaksanaan kegiatan di lapangan sekaligus mengidentifikasi kendala dan permasalahan DAK KB serta menjaring masukan dan aspirasi daerah untuk perbaikan perencanaan DAK KB di masa mendatang.

Penentuan lokasi pemantauan dan evaluasi DAK KB provinsi didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu penilaian indikator capaian program KB secara nasional seperti indikator TFR, CPR, dan unmet need, penilaian kinerja pelaporan provinsi ke pusat yang diukur dari persentase kab/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan DAK KB di provinsi yang bersangkutan dengan tepat waktu, serta pertimbangan klasifikasi daerah yang bersangkutan, apakah termasuk ke dalam daerah yang miskin dan tertinggal. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut dipilih 2 provinsi untuk dipantau dan dievaluasi pelaksanaan kegiatan DAK KB-nya, yaitu Provinsi Bengkulu dan Jawa Timur. Pada masing-masing provinsi diambil 3 sampel kab/kota penerima DAK KB. Di Provinsi Bengkulu dipilih Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Muko-muko, daerah ini diharapkan dapat mewakili daerah yang memiliki kinerja baik dari segi pencapaian indikator pembangunan KB serta dari segi pelaporan hasil pelaksanaan DAK KB. Di Provinsi Jawa Timur, dipilih Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Kabupaten Lamongan. Provinsi ini diharapkan dapat mewakili daerah dengan indikator kinerja KB yang belum dapat dikatakan berhasil serta kurang disiplin dalam pelaporan hasil pelaksanaan DAK KB. Kegiatan kunjungan lapangan untuk workshop dan FGD dengan para SKPD daerah dan BKKBN provinsi direncanakan dilakukan dua kali, yaitu pada bulan Sepetember dan November 2010.

Tabel 1. Lokasi Kunjungan Lapangan

	No.
	Provinsi
	Kabupaten
	Keterangan
	Jadual Kunjungan 

	1
	Bengkulu
	Kabupaten Bengkulu Utara
	Program KB cukup berhasil pelaporan DAK 2010 sudah baik
	22-24 Sept 2010

	
	
	Kota Bengkulu
	
	

	
	
	Kabupaten Muko-muko
	
	

	2
	Jawa Timur
	Kabupaten Gresik
	Program KB dirasa kurang berhasil dan pelaporan DAK tidak tertib
	19-21 Nov 2010

	
	
	Kota Surabaya
	
	

	
	
	Kabupaten Lamongan
	
	


Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan DAK bidang KB tahun 2009 dan 2010, dilakukan pengumpulan data melalui kunjungan lapangan ke 2 provinsi terpilih yaitu Provinsi Bengkulu dan Jawa Timur. Selain mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, pemilihan provinsi tersebut juga didasari oleh kegiatan pemantauan bersama yang dilakukan secara lintas-sektor untuk memantau kegiatan DAK di lapangan. 

2.4. Analisis Data

Tahap akhir dari pelaksanaan koordinasi strategis adalah melakukan analisis data. Analisis dilakukan terhadap data primer yang bersumber dari wawancara dan diskusi dengan pihak terkait, serta hasil tabulasi pengisian instrumen pemantauan dan evaluasi, selain itu dilakukan pula review terhadap data sekunder yang relevan dan mendukung analisis data sehingga bisa diperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan DAK bidang KB tahun 2009 dan 2010, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam mengelola DAK KB. Selanjutnya, berdasarkan analisis tersebut disusun kesimpulan dan rekomendasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan DAK KB ke depan.
BAB III
HASIL DAN ANALISIS

3.1. Kebijakan Umum DAK di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

Sesuai tujuan pengalokasian DAK di dalam Pasal 51, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pemanfaatan DAK bidang KB di daerah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional ketiga (Bidang Kesehatan), substansi inti Keluarga Berencana, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pengendalian Kuantitas Penduduk dan fokus prioritas Revitalisasi Program KB,  dalam rangka mencapai penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2014 yang ditandai dengan angka kelahiran total/total fertility rate (TFR) = 2,1 dan net reproductive rate (NRR) = 1. Sasaran Bidang Kependudukan dan KB yang akan dicapai pada tahun 2014 sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB dalam RPJMN 2010-2014

	Sasaran
	Status Awal
	Target 2014

	1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (persen per tahun) 
	1,3 a)
	1,1

	2. Menurunnya TFR per perempuan usia reproduksi 
	2,3 b)
	2,1

	3. Meningkatnya CPR cara modern (persen) 
	57,4 b)
	65,0

	4.  Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur (persen) 
	9,1 b)
	5,0

	5. Menurunnya ASFR 15−19 tahun per 1.000 perempuan 
	35 b)
	30

	6. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan 
	19,8 b)
	21

	7. Menurunnya disparitas TFR, CPR dan unmet need antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi 

	8. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk 

	9. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, yang bersumber dari sensus, survei, dan registrasi vital kependudukan 

	Status awal : a) Supas, 2005; dan  b) SDKI, 2007 


Di dalam RKP 2011 juga disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria yang meliputi (1) kriteria umum, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; (2) kriteria khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan daerah; dan (3) kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator teknis yang didukung data-data teknis. 

Selanjutnya, di dalam RKP 2011 juga dijelaskan bahwa kebijakan DAK secara umum pada tahun 2011 meliputi: (a) meningkatkan pagu nasional DAK secara lebih optimal dalam mendukung pencapaian prioritas nasional; (b) mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); (c) membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik; dan (d) meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Bidang-bidang yang dinilai layak menerima DAK dikelompokkan ke dalam 3 klaster bidang DAK meliputi (1) DAK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) DAK untuk mendukung pelayanan dasar, termasuk di dalamnya bidang kesehatan dan Keluarga Berencana; dan (3) DAK untuk mendukung lingkungan hidup.

3.2. Penyusunan Arah Kebijakan dan Perencanaan Teknis DAK Bidang Keluarga Berencana dalam RKP 2011

Untuk merumuskan arah kebijakan dan perencanaan teknis DAK bidang KB di dalam RKP 2011 telah dilakukan pertemuan tiga pihak/trilateral meeting antara Bappenas dan BKKBN (Kementerian Keuangan tidak terlibat secara langsung) pada tanggal 3 Mei 2010. Hasil yang disepakati pada pertemuan tersebut meliputi arah kebijakan DAK KB tahun 2011, tujuan DAK KB, ruang lingkup kegiatan DAK KB, rincian kegiatan DAK KB, dan pagu indikatif DAK KB.

3.2.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK KB 2011-2014 diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari program prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah dan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dalam rangka : 

1) Meningkatkan komitmen pemerintahan kab/kota tentang pentingnya keluarga berencana;

2) Membantu pemerintah kab/kota dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB kepada masyarakat yang telah menjadi urusan daerah dalam kerangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional bidang keluarga berencana tahun 2011;

3) Meneguhkan kembali pelaksanaan Program KB Nasional beserta sarana dan prasarana fisik pendukungnya dalam rangka pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

4) Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan pelayanan kontrasepsi, terutama bagi keluarga prasejahtera/pra KS dan keluarga sejahtera I/KS-I (keluarga miskin); 

5) Menunjang percepatan pencapaian program KB di daerah dengan tingkat fertilitas tinggi, angka pemakaian kontrasepsi/contraceptive prevalence rate (CPR) rendah, serta proporsi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I besar.

3.2.2. Tujuan DAK KB Tahun 2011

Secara khusus, DAK KB bidang KB bertujuan untuk (1) meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama pada keluarga prasejahtera dan dan keluarga sejahtera I, serta masyarakat rentan lainnya; (2) meningkatnya advokasi dan KIE program KB; (3) meningkatnya upaya-upaya pembinaan dan penyuluhan KB melalui peningkatan mobilitas tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPLKB); dan (4) mengurangi kesenjangan hasil pelaksanaan program KB antarwilayah dan antarkelompok sosial ekonomi.

3.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan



Lingkup kegiatan DAK bidang KB tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB/PPLKB, dan sarana kerja bagi PKB/PLKB. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung mobilitas PKB/PLKB/PPLKB selaku tenaga lini lapangan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan KB di daerah, mengingat pentingnya fungsi mereka dalam melakukan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan program KB;

2. Penyediaan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) berupa IUD kit/sterilisator, obgyn bed, dan implant kit, dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan KB khususnya kontrasepsi gratis bagi peserta KB miskin;

3. Pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung upaya penyuluhan/konsultasi KB bagi masyarakat serta berfungsi sebagai ruang kerja bagi P/PKB/PLKB;

4. Tersedianya gudang penyimpanan alokon di kab/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyimpanan dalam rangka menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat pra-KS dan KS-I serta masyarakat lainnya;

5. Penyediaan Laparascopy. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya untuk pelayanan Modus Operasi Wanita (MOW) di rumah sakit tipe C dan D, rumah sakit kab/kota, serta RS POLRI, RS TNI dan RS swasta dalam rangka mendukung sarana prasarana di 23.500 klinik KB, termasuk klinik di rumah sakit yang menurut Standar Pelayanan Minimal harus sudah dapat memberikan pelayanan kontrasepsi jangka panjang khususnya MOW;  

6. Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit untuk mendukung upaya peningkatan akses informasi dan pelayanan pada program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, khususnya dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak balita; dan

7. Penyediaan Mupen KB, pengadaan Public Adress, serta pengadaan KIE Kit bertujuan untuk mendukung upaya intensifikasi advokasi dan KIE, penguatan jejaring operasional lini lapangan, dan peningkatan akses informasi dan pelayanan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta meningkatkan pembinaan kesertaan dan kemandirian ber KB.

3.2.4. Rinciana Kegiatan dan Pagu Indikatif DAK KB Tahun 2011 


Jumlah alokasi anggaran DAK KB pada tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 368 Miliar yang akan digunakan sesuai dengan ruang lingkupnya. Kegiatan/menu DAK KB pada tahun 2011 beserta jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Kegiatan dan Alokasi Pagu Indikatif DAK KB Tahun 2011 *)

	No.
	Kegiatan
	Alokasi (Rp dalam juta) 
	Persentase (%)

	1.
	Penyediaan 3.000 sepeda motor bagi 3.000 PKB/PLKB
	48.000
	13,03

	2.
	Pemenuhan 60 Mobil Penerangan (Mupen) KB bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola KB (SKPD-KB) kab/kota
	42.350
	9,77

	3.
	Pengadaan 77 Mobil Pelayanan (Muyan) KB Keliling bagi SKPD-KB kab/kota
	36.000
	11,49

	4.
	Penyediaan sarana klinik KB yang mencakup:
	64.432,5
	17,48

	
	- 4.985 IUD Kit/sterilisator
	22.432,5
	6,09

	
	- 2.250 Obgyn Bed
	27.000
	7,33

	
	- 6.000 unit Implant Kit
	15.000
	4,07

	5.
	Penyediaan BKB Kit bagi 18.020 kelompok BKB di tingkat desa/kelurahan
	45.050
	12,22

	6.
	Public Adress bagi sekitar 3.000 kecamatan
	22.500
	6,11

	7.
	Penyediaan KIE Kit di 4.000 desa/kelurahan
	14.000
	3,80

	8.
	Pembangunan 135 gudang penyimpanan alat dan obat kontrasepsi (alokon) di 135 kab/kota;
	17.010
	4,62

	9.
	Penyediaan Laparoscopy di 110 kab/kota
	33.000
	8,95

	10.
	Pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB kecamatan di 260 kecamatan
	31.200
	8,47

	11.
	Pemenuhan sarana petugas lapangan KB bagi 5.987 PKB/PLKB
	14.967,5
	4,06

	
	TOTAL
	368.510
	100


*) Hasil Pertemuan Tiga Pihak (3 Mei 2010)



Hasil pertemuan tiga pihak tersebut sedikit mengalami perubahan pada besaran pagu totalnya akibat pembulatan desimal. Pagu indikatif sesuai hasil pertemuan tiga pihak adalah sebesar Rp 368,5 Miliar, sementara pagu yang ditetapkan di dalam nota keuangan 2010 adalah sebesar Rp 368,1 Miliar. Hal ini menyebabkan perubahan jumlah unit pada beberapa kegiatan DAK sebagaimana terdapat pada tabel berikut.  

Tabel 4. Kegiatan dan Alokasi Pagu Indikatif DAK KB Tahun 2011 *)

	No.
	Kegiatan
	Alokasi (Rp dalam juta) 
	Persentase (%)

	1.
	Penyediaan sepeda motor bagi 3.000 PKB/PLKB
	48.000
	13,04

	2.
	Pemenuhan 60 Mobil Penerangan (Mupen) KB bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola KB (SKPD-KB) kab/kota
	42.350
	11,51

	3.
	Pengadaan 77 Mobil Pelayanan (Muyan) KB Keliling bagi SKPD-KB kab/kota
	36.000
	9,78

	4.
	Penyediaan sarana klinik KB yang mencakup:
	
	17,48

	
	- 4.985 IUD Kit/sterilisator,
	22.432,5
	6,09

	
	- 2.250 Obgyn Bed,
	27.000
	7,33

	
	- 6.000 unit Implant Kit
	14.925
	4,05

	5.
	Penyediaan BKB Kit bagi 18.000 kelompok BKB di tingkat desa/kelurahan
	45.000
	12,22

	6.
	Public Adress bagi sekitar 3.000 kecamatan
	22.500
	6,11

	7.
	Penyediaan KIE Kit di 4.000 desa/kelurahan
	14.000
	3,80

	8.
	Pembangunan gudang penyimpanan alat dan obat kontrasepsi (alokon) di 135 kab/kota;
	17.010
	4,62

	9.
	Penyediaan Laparoscopy di 110 kab/kota
	33.000
	8,96

	10.
	Pembangunan/renovasi balai penyuluhan KB kecamatan di 257 kecamatan
	30.840
	8,38

	11.
	Pemenuhan sarana petugas lapangan KB bagi 5.987 PKB/PLKB
	14.968
	4,07

	
	TOTAL
	368.100
	100


*) Sesuai Nota Keuangan 2010

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang KB Tahun 2011 direncanakan akan dialokasikan untuk 416 kab/kota dengan prioritas pada daerah-daerah dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Kab/kota dengan pencapaian Contraceptive Prevalence Rate (CPR) relatif rendah;

2. Kab/kota dengan angka kelahiran atau Child Woman Ratio (CWR) masih tinggi;

3. Kab/kota dengan persentase KPS dan KS I terhadap jumlah keluarga masih tinggi;

4. Kab/kota dengan jumlah keluarga relatif besar/banyak;

5. Kab/kota dengan kepadatan penduduk relatif tinggi.

3.3. Pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2009


Di dalam buku I RKP 2009, kebijakan DAK bidang KB diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB, sarana prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Program dan kegiatan DAK KB di dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2009 

Tabel 5. Program dan Kegiatan DAK KB Tahun 2009

	Program DAK KB
	Kegiatan DAK KB

	Peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan KB
	1. Pengadaan sarana trasnposrtasi untuk PKB, PLKB, dan PPLKB (sepeda motor) 

2. Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang KB (notebook)

	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan komunikasi,  informasi, dan edukasi (KIE) KB
	Pengadaan sarana mobilitas/mobil unit penerangan KB (Mupen)

	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB di klinik KB dan kendaraan pelayanan KB keliling
	1. Pengadaan sarana pelayanan di klinik KB (Implant kit dan Obgyn bed),

2. Pengadaan sarana mobilitas/kendaraan pelayanan KB keliling/kendaraan pelayanan tim KB keliling (Muyan) 

	Peningkatan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit 


Sumber: Petunjuk Teknis DAK KB Tahun 2009

Total anggaran DAK bidang KB pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 329,01 Miliar, meningkat sebesar Rp 50 Miliar dari anggaran DAK tahun sebelumnya. DAK KB tahun 2009 dialokasikan untuk 373 kab/kota dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut.

Tabel 6. Kegiatan dan Alokasi Anggaran DAK KB Tahun 2009

	Kegiatan DAK
	Jumlah Barang
	Anggaran (Rp)

	
	
	Dana (Jutaan)
	Proporsi (%)

	 Sepeda Motor
	         7.166 
	     107.496,6 
	      32,7 

	 Notebook
	            373 
	          2.797,5 
	        0,9 

	 Mupen KB
	            151 
	       83.033,0 
	      25,2 

	 Muyan KB
	            136 
	       58.456,6 
	      17,8 

	 Obgyn bed
	         4.564 
	       54.773,5 
	      16,6 

	 Implant kit
	         4.558 
	       11.396,4 
	        3,5 

	 BKB Kit
	         5.528 
	       11.056,5 
	        3,4 

	Total
	
	329.010,0
	100,0



Sumber: Diolah dari Laporan Evaluasi DAK KB Tahun 2009, BKKBN

Berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan DAK KB tahun 2009, DAK KB diberikan kepada 373 kab/kota sesuai dengan peruntukannya. Dari 373 kab/kota yang mendapatkan DAK bidang KB, terdapat 3 kab/kota yang tidak melaporkan realisasi pelaksanaan DAK KB, yaitu Kabupaten  Pelelawan (Provinsi Riau), Kabupaten Pegunungan Bintan, dan Kabupaten Memberamo Raya (Provinsi Papua), sehingga tidak dapat diketahui realisasi pengadaannya. Sistem reward and pusnishment belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan berkurangnya akuntabilitas pelaksanaan DAK KB. Tidak adanya umpan balik dan masukan dari pelaporan yang telah dilaksanakan oleh kab/kota juga merupakan penyebab rendahnya motivasi daerah dalam melaporkan hasil pelaksanaan DAK, khususnya DAK bidang KB. Rencana kegiatan dan anggaran DAK KB di 370 kab/kota beserta realisasinya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini. Sementara, anggaran DAK KB di 3 kabupaten yang tidak melapor (sebesar Rp 2,34 Miliar) tidak dapat diketahui realisasinya.

Tabel 7. Pelaksanaan DAK Bidang KB di 370 kab/kota

	Pengadaan Menu DAK KB
	Perencanaan
	Pelaksanaan

	
	Jumlah Barang di 370 kab/kota
	Anggaran 

(Rp Juta)
	Pengadaan Barang di 370 kab/kota
	Anggaran Pengadaan Barang di 370 kab/kota 

(Rp Juta)
	% Realisasi Barang Terhadap rencana
	% Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Rencana

	Sepeda Motor
	7.154
	107.316,60
	7.501
	108.977,10
	104,8
	101,5

	Notebook
	370
	2.775,00
	790
	7.873,80
	213,5
	283,7

	Mupen KB
	150
	82.483,00
	166
	94.832,60
	110,7
	115,0

	Muyan KB
	133
	57.166,60
	119
	55.860,60
	89,5
	97,7

	Obgyn bed
	4.545
	54.545,50
	4.624
	36.894,00
	101,9
	67,6

	Implant kit
	4.540
	11.350,90
	7.414
	20.356,90
	163,3
	179,3

	BKB Kit
	5.513
	11.026,50
	6.001
	12.064,30
	108,9
	108,9

	TOTAL
	 
	326.664,00
	 
	336.859,50
	
	103,1


Sumber: Diolah dari Laporan Evaluasi DAK KB Tahun 2009, BKKBN

Ketidaktepatan dalam menyusun perencanaan dan kurang optimalnya realisasi anggaran menunjukkan adanya berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK KB. Pada Tabel 7 di atas terlihat bahwa realisasi pengadaan semua menu DAK KB lebih tinggi dibandingkan dengan perencanaannya kecuali untuk pengadaan Mobil Pelayanan KB. Namun demikian, kenaikan persentase realisasi anggaran tidaklah terlalu signifikan meskipun terjadi perubahan jumlah kuantitas barang yang cukup besar. Tabel 7 juga mengindikasikan besarnya kebutuhan menu DAK KB di daerah namun kebutuhan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan di pusat. Lembaga penelitian SMERU pada tahun 2008 melakukan analisis terhadap mekanisme dan penggunaan DAK, pemerintah daerah menjadi penerima pasif atas pengalokasian DAK meskipun peraturan perundangan memungkinkan kab/kota membuat usulan. Pada prakteknya, perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti ketetapan pusat. Alokasi DAK setiap kab/kota ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Adanya ketidaksesuaian antara rencana di pusat dan daerah membuat daerah harus melakukan penyesuaian dan revisi terhadap perubahan yang telah dilakukan, dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan DAK, khususnya DAK KB menjadi tidak efektif. 

Pada Tabel 7 di atas, realisasi anggaran DAK KB tahun 2009 untuk 370 kab/kota mencapai 103,1 persen. Jumlah ini belum dapat dikatakan optimal karena setiap kab/kota yang mendapatkan DAK KB diwajibkan menyediakan dana pendamping sebesar minimal 10 persen dari anggaran DAK KB yang didapat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, anggaran baru dapat dikatakan optimal jika realisasinya minimal mencapai 110 persen. Realisasi pengadaan fisik menu DAK KB yang terendah adalah untuk pengadaan Muyan KB sementara yang tertinggi adalah pengadaan notebook. Realisasi anggaran DAK KB yang terendah adalah pengadaan obgyn bed sementara yang tertinggi adalah pengadaan notebook. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan harga satuan (unit cost) untuk masing-masing menu DAK KB di setiap kabupaten/kota. Berdasarkan evaluasi DAK KB yang dilakukan oleh BKKBN (2010), perbedaan unit cost untuk setiap menu DAK KB yang terjadi antarkab/kota cukup besar. Persentase harga terendah adalah pada pengadaan obgyn bed di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 35 persen dari satuan harga standar, sementara persentase harga tertinggi adalah pada pengadaan implant kit di Provinsi Papua, yaitu mencapai lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan harga standar. Pengadaan menu-menu DAK lainnya seperti sepeda motor dan Mupen KB juga jauh lebih tinggi di Provinsi Papua dibandingkan dengan provinsi lainnya karena rendahnya aksesibilitas wilayah.

Tabel 8. Perbandingan Satuan Harga Terendah dan Tertinggi

	Jenis kegiatan
	Harga standar (Rp juta)
	Harga Terendah
	 Harga Tertinggi

	
	
	Provinsi
	Harga satuan (Rp juta)
	% Terhadap harga standar
	Provinsi
	Harga satuan (Rp juta)
	% Terhadap harga standar

	Sepeda Motor
	15,0
	Banten
	13,2
	87,7
	Papua
	21,2
	141,1

	Notebook
	7,5
	Sulteng
	7,7
	102,1
	Kepri
	18,6
	247,4

	Mupen KB
	550,0
	D.I. Yogya
	430,0
	78,2
	Papua
	634,6
	115,4

	Muyan KB
	430,0
	Kalteng
	429,8
	100,0
	Malut
	562,0
	130,7

	Obgyn bed
	12,0
	Sumut
	4,2
	35,1
	Babel
	15,0
	125,0

	Implant kit
	2,5
	Jatim
	1,5
	58,5
	Papua
	8,2
	329,1

	BKB Kit
	2,0
	Kalbar
	1,0
	51,1
	Babel
	4,0
	200,8


Sumber: Diolah dari Laporan Evaluasi DAK KB Tahun 2009, BKKBN

Pengadaan menu DAK KB sebagaimana diuraikan di atas dilakukan melalui proses lelang terbuka di masing-masing kab/kota. Meskipun spesifikasi teknis secara detail setiap menu DAK KB telah diatur di dalam juknis DAK KB, perbedaan kualitas barang dapat terjadi karena perbedaan merek. Di samping itu, spesifikasi teknis yang terlalu rigid seringkali menyulitkan proses pengadaan barang terutama di daerah-daerah yang tertinggal dan terpencil. Oleh karena itu, diperlukan panitia lelang dan SDM yang kompeten untuk melaksanakan proses lelang, melakukan pengawasan dan pemeriksaan barang, serta memastikan kembali spesifikasi dan kualitasnya. 

3.4. Pelaksanaan DAK KB Tahun 2010

Di dalam RKP 2010, kebijakan DAK KB diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dengan meningkatkan (1) daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (2) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (3) sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; serta (4) sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak. Adapun ruang lingkup kegiatannya adalah pengadaan (i) sepeda motor bagi PKB/PLKB dan PPLKB; (ii) mobil pelayanan KB keliling; (iii) sarana pelayanan di Klinik KB; (iv) mobil unit penerangan (Mupen) KB; (v) pengadaan public address dan KIE Kit; serta (vi) pengadaan bina keluarga balita (BKB) Kit; (vii) pembangunan gudang alokon.

Program, kegiatan, dan sasaran DAK KB pada tahun 2010 merupakan penyempurnaan dari program dan kegiatan DAK KB pada tahun sebelumnya. Perbedaan program DAK KB pada tahun 2010 dan 2009 terletak pada program peningkatan pengolahan dan pelaporan data/informasi program KB untuk pengadaan notebook bagi tenaga lini lapangan KB. Pada tahun 2009, pengadaan notebook tercakup di dalam program peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan KB, kemudian pada tahun 2010, pengadaan notebook dipisahkan menjadi satu program tersendiri. Program dan kegiatan DAK bidang KB tahun 2010 meliputi: 

Tabel 9. Program dan Kegiatan DAK KB Tahun 2009
	Program DAK KB
	Kegiatan DAK KB

	Peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan KB
	Pengadaan sarana trasnportasi untuk PKB, PLKB, dan PPLKB (sepeda motor)

	Peningkatan pengolahan dan pelaporan data/informasi program KB
	Pengadaan notebook bagi PKB/PLKB

	Peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi,  informasi, dan edukasi (KIE) program KB
	1. Pengadaan mobil unit penerangan (Mupen) KB

2. Pengadaan KIE Kit

3. Pengadaan Public address

	Peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB 
	1. Pengadaan sarana pelayanan di klinik KB terdiri dari

implant kit dan IUD Kit

2. Pengadaan mobil unit pelayanan (Muyan) KB 

keliling 

3. Pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi

	Peningkatan sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak
	1. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit 

2. Alat permainan edukatif (APE)


Sumber: Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang KB TA 2010
Anggaran DAK KB pada tahun 2010 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Total anggaran DAK bidang KB pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 329,01 Miliar yang akan dialokasikan untuk 398 kab/kota dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum pada Tabel 9. Proporsi anggaran DAK terbesar direncanakan untuk pengadaan mobil unit pelayanan KB (Muyan), yaitu sebesar 26,4 persen, sementara persentase yang terendah adalah untuk pengadaan notebook, yaitu sebesar 2,3 persen dari total DAK KB.
Tabel 10.Kegiatan dan Alokasi Anggaran DAK KB Tahun 2009

	Kegiatan DAK
	Jumlah Barang
	Anggaran (Rp)

	
	
	Dana (Jutaan)
	Proporsi (%)

	 Sepeda Motor
	4.483
	     71.724,18 
	21,8

	 Notebook
	813
	       7.567,23 
	2,3

	 Mupen KB
	142
	     61.195,86 
	18,6

	 Muyan KB
	174
	     86.858,64 
	26,4

	 Public address
	2.372
	     17.766,54 
	5,4

	 Implant kit
	5.000
	     13.160,40 
	4,0

	 IUD Kit
	5.000
	     24.675,75 
	7,5

	 BKB Kit
	5.139
	     12.831,39 
	3,9

	 KIE Kit
	5.329
	     18.753,57 
	5,7

	 Gudang Alokon
	44
	     14.476,44 
	4,4

	Total
	
	329.010,0
	100,0


Sumber: Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang KB TA 2010

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program KB Nasional Triwulan III tahun 2010, jumlah kabupaten/kota penerima DAK KB yang melaporkan hasil pelaksanaan DAK KB adalah sebanyak 393 kabupaten/kota dari 398 kabupaten/kota atau sekitar 98,7 persen. Provinsi yang belum melapor adalah provinsi-provinsi di bagian timur Indonesia meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, dan Papua Barat. Apabila diamati pada Tabel 11 di bawah ini, kabupaten-kabupaten di provinsi tersebut selama triwulan 1, 2, maupun 3 tidak lengkap melaporkan kegiatan DAK KB-nya. Namun, perlu diidentifikasi lebih lanjut kendala dan permasalahan pelaporan pada kabupaten yang bersangkutan.
Tabel 11. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaporkan Kegiatan DAK KB Tahun 2010

	No.
	Provinsi
	Jumlah Kabupaten/Kota Penerima DAK KB yang Melapor Setiap Triwulan

	
	
	Penerima DAK
	Triwulan Pertama
	Triwulan Kedua
	Triwulan Ketiga
	Rata-rata

	
	
	
	Jumlah Kab/Kota
	% thd Total
	Jumlah Kab/Kota
	% thd Total
	Jumlah Kab/Kota
	% thd Total
	

	1
	DKI
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Jabar
	25
	25
	100
	25
	100
	25
	100
	100

	3
	Jateng
	34
	34
	100
	34
	100
	34
	100
	100

	4
	DIY
	3
	3
	100
	3
	100
	3
	100
	100

	5
	Jatim
	36
	26
	72.2
	29
	80.6
	36
	100
	94.3

	6
	Bali
	4
	4
	100
	4
	100
	4
	100
	100

	7
	Banten
	4
	4
	100
	4
	100
	4
	100
	100

	
	Jawa Bali
	106
	96
	90.6
	99
	93.4
	106
	100
	94.7

	8
	Aceh
	23
	23
	100
	23
	100
	23
	100
	100

	9
	Sumut
	28
	28
	100
	28
	100
	28
	100
	100

	10
	Sumbar
	19
	13
	68.4
	19
	100
	19
	100
	89.5

	11
	Sumsel
	11
	11
	100
	11
	100
	11
	100
	100

	12
	Lampung
	12
	6
	50.0
	12
	100
	12
	100
	83.3

	13
	NTB
	10
	10
	100
	10
	100
	10
	100
	100

	14
	Kalbar
	12
	12
	100
	12
	100
	12
	100
	100

	15
	Kalsel
	11
	2
	18.2
	11
	100
	11
	100
	72.7

	16
	Sulut
	13
	9
	69.2
	13
	100
	13
	100
	89.7

	17
	Sulsel
	21
	18
	85.7
	18
	85.7
	20
	95.2
	88.9

	18
	Babel
	4
	2
	50.0
	4
	100
	4
	100
	83.3

	19
	Gorontalo
	6
	6
	100
	6
	100
	6
	100
	100

	20
	Sulbar
	5
	5
	100
	5
	100
	5
	100
	100

	
	Luar Jawa Bali I
	175
	145
	82.9
	172
	98.3
	174
	99.4
	93.5

	21
	Riau
	3
	1
	33.3
	3
	100
	3
	100
	77.8

	22
	Jambi
	10
	10
	100
	10
	100
	10
	100
	100

	23
	Bengkulu
	9
	9
	100
	9
	100
	9
	100
	100

	24
	NTT
	20
	14
	70.0
	19
	95.0
	19
	85.0
	86.7

	25
	Kalteng
	7
	7
	100
	7
	100
	7
	100
	100

	26
	Kaltim
	1
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	100

	27
	Sulteng
	10
	10
	100
	10
	100
	10
	100
	100

	28
	Sultra
	12
	10
	83.3
	10
	83.3
	10
	83.3
	83.3

	29
	Maluku
	9
	9
	100
	9
	100
	9
	100
	92.2

	30
	Papua
	17
	13
	76.5
	17
	100
	17
	100
	75.0

	31
	Maluku Utara
	8
	2
	25.0
	8
	100
	8
	100
	81.5

	32
	Papua Barat
	9
	6
	66.7
	8
	88.9
	8
	88.9
	100

	33
	Kepri
	2
	2
	100
	2
	100
	2
	100
	91.2

	
	Luar Jawa Bali II
	117
	94
	80.3
	113
	96.6
	113
	96.6
	93.1

	
	Nasional
	398
	335
	84.2
	384
	96.5
	393
	98.7
	98.7


Sumber: Laporan Pelaksanaan Program KB Nasional Triwulan III Tahun 2010, BKKBN
Berdasarkan data BKKBN sampai dengan November 2010, realisasi pengadaan menu DAK KB yang sudah mencapai di atas 100 persen adalah untuk pengadaan notebook, BKB kit, dan pembangunan/renovasi gudang alokon. Meskipun pengadaan jumlah barang telah melebihi perencanaannya, diperlukan review yang lebih tajam apakah pengadaan barang tersebut telah selesai dilaksanakan di setiap kab/kota atau kab/kota yang telah melapor mengadakan barang yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan perencanaan pusat. Pada pengadaan public addres (PA) dan KIE Kit, meskipun jumlah barang yang telah selesai pengadaannya  masih jauh dari sasaran, realisasi anggaran terhadap pagu rencana telah mencapai di atas 100 persen disebabkan oleh disparitas harga (unit cost) untuk setiap menu DAK di setiap kab/kota.  
Tabel 12.Pelaksanaan DAK Bidang KB Sampai dengan 12 November 2010

	Pengadaan Menu DAK KB
	Perencanaan
	Pelaksanaan

	
	Jumlah Barang
	Anggaran (Rp Juta) 
	Pengadaan Barang 
	Anggaran Pengadaan Barang (Rp Juta)
	% Realisasi Barang Terhadap rencana
	% Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Rencana

	 Sepeda Motor
	4.483
	71.724,18
	           3.306 
	                  49.826,11 
	           73,7 
	          69,5 

	 Notebook
	813
	7.567,23
	           2.149 
	               230.933,44 
	        264,3 
	     3.051,8 

	 Mupen KB
	142
	61.195,86
	                114 
	                  70.321,83 
	          80,3 
	         114,9 

	 Muyan KB
	174
	86.858,64
	               128 
	                 67.712,88 
	          73,6 
	          78,0 

	 Public address
	2.372
	17.766,54
	           2.304 
	                 18.209,98 
	           97,1 
	         102,5 

	 Implant kit
	5.000
	13.160,40
	           4.130 
	                  12.764,70 
	          82,6 
	          97,0 

	 IUD Kit
	5.000
	24.675,75
	           4.025 
	                20.440,09 
	          80,5 
	           82,8 

	 BKB Kit
	5.139
	12.831,39
	           6.925 
	                  38.371,25 
	         134,8 
	        299,0 

	 KIE Kit
	5.329
	18.753,57
	           3.367 
	                 23.071,90 
	          63,2 
	         123,0 

	 Gudang Alokon
	44
	14.476,44
	                 57 
	                   14.911,27 
	         129,5 
	         103,0 

	Total
	 
	329.010,00
	 
	                546.563,43 
	 
	          166,1 


Sumber: Diolah dari Laporan Triwulan DAK KB dan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang KB TA 2010

3.5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2009 dan 2010

Untuk melengkapi hasil evaluasi  dan pemantauan DAK Bidang KB dilakukan workshop dan diskusi dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan DAK KB di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan analisis hasil diskusi dan rekapitulasi kuisioner di 2 provinsi tersebut.
3.5.1. Hasil Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang KB di Provinsi Bengkulu

Kunjungan ke Provinsi Bengkulu dilakukan pada tanggal 23 September 2010 dan dilaksanakan bersama-sama dengan BKKBN pusat dan dikoordinasikan oleh BKKBN Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan evaluasi tersebut didahului dengan pengiriman kuesioner kepada responden, yaitu SKPD KB Kabupaten/ Kota, Bappeda kabupaten/kota, Pengelola DAK KB, PLKB di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-muko
, serta Kota Bengkulu. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi dengan para responden bertempat di kantor BKKBN Provinsi Bengkulu. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.

B. Perencanaan dan Penganggaran

Menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana/Badan PPKB Kabupaten Bengkulu Utara, Badan KBPP Kabupaten Muko-muko, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB (BPMPKB) Kota Bengkulu, yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengusulkan DAK KB antara lain meliputi (1) kondisi sarana transportasi yang sudah tidak layak pakai; (2) keterbatasan sarana tranportasi sementara cakupan wilayah binaan cukup luas di mana seorang PLKB harus membina 5 sampai dengan 7 desa; dan (3) keterbatasan kondisi sarana petugas lapangan KB. Selanjutnya, Bappeda Kota Bengkulu juga mempertegas bahwa selain hal tersebut di atas maka alasan utama pengusulan DAK KB adalah untuk menunjang program KB dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Proses pengusulan DAK dimulai dari adanya permintaan dari BKKBN Provinsi tentang pengusulan DAK tahun depan, kemudian SKPD KB mengusulkan DAK KB kepada BKKBN Provinsi dengan tembusan kepada Walikota dan Bappeda kota/kabupaten. Pengusulan DAK tersebut dilakukan dengan mengisi formulir I, II, III, dan IV. Selanjutnya BKKBN provinsi yang akan meneruskannya ke BKKBN pusat. Keterangan yang disampaikan Bappeda adalah bahwa dalam proses pengusulan DAK tersebut, SKPD KB melakukan koordinasi dengan Bappeda, kemudian proposal DAK disampaikan kepada dinas/badan vertikal yang menyiapkan anggaran untuk bidang KB. Apabila akan dilakukan perubahan usulan DAK, maka mekanisme yang dilakukan adalah SKPD KB kab/kota mengusulkan perubahan kepada Bupati/Walikota, kemudian diteruskan kepada Direktorat Pemaduan Kebijakan Program BKKBN pusat dengan tembusan kepada BKKBN Provinsi. Sejauh ini peran BKKBN Provinsi lebih kepada fasilitator atau advokasi, dan bukan pada posisi untuk melakukan evaluasi usulan DAK dari Bupati/ Walikota dan SKPD KB.


Berdasarkan hasil rekapitulasi instrumen pemantauan dan evaluasi, penyediaan dana pendamping DAK KB dari APBD tidak dijumpai permasalahan yang berarti, hanya saja penyediaannya masih sebatas penyediaan batas minimum yaitu sebesar 10 persen dari anggaran total DAK KB yang diterima. Selanjutnya, proses perencanaan DAK KB sering terganggu karena keterlambatan penyampaian petunjuk teknis (Juknis) DAK KB ke daerah. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyusunan kepanitiaan dan dokumen perencanaan, serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatannya bagi program KB.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK KB di Provinsi Bengkulu, khususnya kabupaten sampel, mengacu pada Juknis DAK KB yang diterbitkan oleh BKKBN, peraturan pengadaan barang dan jasa, peraturan daerah tentang APBD, peraturan walikota tentang pengelolaan anggaran,  dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai skala prioritas pembangunan. DAK KB yang telah diterima oleh kabupaten dirasakan sangat membantu upaya pencapaian sasaran-sasaran daerah terkait Program KB sebagaimana telah tercantum di dalam RKPD. Manfaat DAK untuk Program Keluarga Berencana antara lain adalah untuk meningkatkan frekuensi pelayanan peserta KB baru  (PB) serta peserta KB aktif (PA), dan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB. 
Selanjutnya, beberapa temuan yang didapat terkait pelaksanaan DAK KB meliputi :
1. Distribusi penggunaan DAK KB sebagaimana yang tertuang dalam Juknis telah sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan daerah.
2. Keterlambatan pelaksanaan pencairan DAK adalah karena keterlambatan pihak ketiga selaku pemenang tender untuk memenuhi dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan anggaran. Hal ini disebabkan karena jarak yang ditempuh oleh pihak ketiga sangat jauh.
3. DAK KB umunya mulai terealisasi pada triwulan ke-3. Hasil pemantauan DAK KB (per September 2010) menunjukkan bahwa pada umumnya SKPD KB telah melaksanakan tender dan telah ditunjuk pemenang tendernya.

4. Pada proses pelelangan, pihak ketiga sering tidak memenuhi persyaratan, sehingga proses lelang seringkali harus diulang.
5. Diperlukan SK Bupati untuk merubah distribusi penggunaan DAK KB. Menurut penjelasan Bappeda Kota Bengkulu, perubahan distribusi DAK KB diajukan ke pusat melalui SKPD KB tingkat provinsi.
6. Koordinasi pelaksanaan DAK KB telah dilakukan dengan berbagai instansi, yaitu BKKBN provinsi, Bappeda kabupaten, bagian keuangan dan pembangunan sekda kabupaten; selain itu, PKK juga turut serta di dalam koordinasi tersebut, khususnya penyuluhan bagi para ibu.
7. Biaya operasional dan pemeliharaan sepeda motor yang diadakan melalui DAK KB sampai saat ini ditanggung oleh Petugas lapangan KB/ PLKB; untuk Kota Bengkulu biaya perpanjangan STNK dibantu oleh kantor melalui APBD.
8. Penyediaan dana pendamping minimal 10 persen dari total anggaran DAK KB yang didapat, dirasakan berat oleh SKPD KB.
9. Penanggung jawab sarana DAK KB dan pemanfaatannya dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini. Pengguna sarana/menu DAK KB merasa sangat terbantu dengan DAK, antara lain untuk meningkatkan mobilitas pelayanan KB, memperkuat pelaksanaan KIE dan advokasi program KB, serta memperlancar operasionalisasi kegiatan-kegiatan pada program KB lainnya.
Tabel 13. Pemanfaatan dan Penanggung Jawab Menu DAK KB di Provinsi Bengkulu
	No.
	Menu DAK KB
	Bengkulu Utara
	Muko- muko
	Kota Bengkulu
	Penanggung-Jawab
	Pemanfaatan Menu DAK

	
	
	2009
	2010
	2009
	2010
	2009
	2010
	
	

	1
	Muyan
	√
	
	
	√
	
	
	Kasubag Umum atau PA dan PPTK/ pejabat pengelola teknis kegiatan
	Sangat membantu pelayanan KB keliling khususnya untuk daerah yang terpencil, pesisir, perbatasan dan tertinggal. Bahkan untuk memenuhi permintaan layanan KB, telah dibantu MUYAN dari BKKBN Provinsi

	2
	Sarana klinik KB (implant kit & obgyn bed)
	√
	
	√
	
	√
	
	PA dan PPTK
	Meningkatkan pelayanan kontrasepsi

	3
	Implant kit
	
	√
	
	√
	
	√
	Klinik KB atau PPTK
	Meningkatkan pelayanan kontrasepsi

	4
	IUD Kit
	
	
	
	√
	
	√
	Klinik atau dan PPTK
	Meningkatkan pelayanan kontrasepsi

	5
	Sepeda motor
	√
	
	
	√
	√
	
	BPPKB, PKB, PLKB, Kepala UPT, Subag TU UPT
	Peningkatan kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, pelaporan dan pembinaan institusi masyarakat

	6
	Notebook
	√
	
	√
	
	√
	
	PA dan PPTK, Kabid KB
	Kelancaran pendataan, dan pembuatan laporan

	7
	Mupen
	
	√
	√
	
	
	√
	PA dan PPTK
	Meningkatkan jangkauan wilayah KIE, lebih cepat dan merata, masyarakat lebih memahami KB

	8
	Gudang alokon
	
	
	
	
	
	
	Bendahara Barang
	Kemudahan pemeliharaan dan menjaga kualitas alat dan obat kontrasepsi

	9
	KIE Kit
	
	
	
	
	
	
	Kader dan Sub KB
	Memudahkan pembinaan KB. Sudah banyak yang hilang

	10
	BKB Kit
	
	√
	√
	
	
	
	Kader BKB atau PA dan PPTK
	Memudahkan pembinaan KB. Sebagian sudah usang dan pemanfaatannya kurang optimal

	11
	Public address
	
	√
	
	
	
	√
	
	Mendukung kegiatan penyuluhan dan pembinaan.


Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010
D. Pemantauan dan Evaluasi

Selanjutnya, beberapa temuan yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK KB di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pada umumnya di SKPD KB kabupaten/kota belum membentuk tim pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan DAK KB. Tugas pemantauan dan evaluasi tersebut melekat di Sekretariat atau Bidang KB, sedangkan tim yang sudah dibentuk di Bappeda Kota Bengkulu adalah tim yang beranggotakan walikota, wakil walikota, sekda, Kepala Bappeda, Kabag Administrasi Pembangunan, dan seluruh Kepala Bidang di Bappeda. Untuk kantor BKKBN provinsi, tim monitoring DAK terdiri dari bidang supervisi dan bidang IKAP BKKBN.
2. Petugas pembuat laporan DAK adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan/PPTK, yang kemudian ditandatangani oleh Kepala BPPKB. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati, kepala Bappeda, BKKBN provinsi dan BKKBN pusat;

3. Evaluasi manfaat dan kontribusi sarana/menu DAK KB terhadap keberhasilan program KB memang belum dilakukan, namun berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa sarana-sarana tersebut memberikan manfaat yang mendukung pelaksanaan program KB. Beberapa manfaat yang diperoleh dari DAK Bidang KB untuk setiap program adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB, yaitu semakin meluasnya wilayah binaan dan penyuluhan KB; serta meningkatnya pelayanan KB bagi PUS dari keluarga tidak mampu;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KIE/ advokasi KB, yaitu meningkatnya jumlah sarana transportasi, khususnya roda 2 yang sangat membantu pelaksanaan tugas lapangan KB; meningkatkan jumlah frekuensi pembinaan dan pelayanan petugas lapangan KB kepada masyarakat; dan meningkatkan pemahaman peserta KB tentang alokon.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling, yaitu meningkatnya jumlah wilayah yang dilayani KB.
d. Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, yaitu membantu memahami pentingnya peningkatan pola pikir agar anak menjadi cerdas.
e. Selain manfaat pada program di atas, manfaat lain yang dirasakan melalui DAK KB adalah meningkatnya pemerataan pencapaian hasil program di tingkat kecamatan dan meningkatnya komitmen pemerintah kabupaten terhadap program KB.
4. Salah satu menu DAK yang dievaluasi secara spesifik manfaat, kegunaan, serta pengelolaannya adalah notebook. Berikut diuraikan penjelasan dan usulan daerah akan pentingnya bantuan notebook.
a. PKB/ PLKB mempunyai tugas membuat laporan yaitu dengan meng-entri data keluarga yang diterima langsung dari petugas PPKBD/ Sub PPKBD, RT, Kader atau karang taruna;

b. Sebagian besar PKB/PLKB dalam membuat laporannya masih menggunakan sistem lama yaitu paper based atau belum menggunakan sistem on-line berbasis web / elektronic based;

c. Pelaporan dengan sistem lama masih memungkinkan terjadi banyak kesalahan dan kurang teliti, sebaliknya dengan elektronic based akan mengurangi tingkat kesalahan, lebih teliti dan akurat serta mencegah interfensi orang lain terhadap akurasi laporan tersebut;

d. Pelaporan dengan sistem elektronic based juga menghemat anggaran pengadaan ATK;

e. Proses pen-entrian data keluarga melalui komputer 90 persen masih dilaksanakan di BKKBN Provinsi. Dengan adanya laptop maka secara bertahap SKPD KB dan PLKB akan mempercepat kelancara pendataan keluarga;

f. Pelaporan dengan menggunakan electronic based tersebut merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Program KB Nasional/ SIMPKBN yang dibangun oleh BKKBN. Hal tersebut sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media perekam, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan serta sebagai upaya mendukung pelaksanaan revitalisasi program KB nasional agar mampu mengikuti perkembangan program dan kegiatan di berbagawai wilayah;

g. Laporan tersebut dengan mudah dapat dipantau dan diakses melalui web;

h. Bantuan notebook tersebut sekaligus dapat dimanfaatkan untuk pengembangan SDM yaitu melalui kegiatan Layanan Informasi Program Pemberdayaan dan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi PKB/PLKB (Lip4), yang telah dimulai sejak tahun 2008. Dengan  kegiatan tersebut PKB/PLKB dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang KB sehingga dapat membantu pelaksanaan tugasnya;

i. Petugas yang bertanggungjawab atas notebook tersebut tergantung dari kondisi daerah masing – masing. Apabila sarana komputer masih terbatas, maka notebook tersebut disimpan di kantor dan apabila PKB/PLKB akan menggunakannya maka mereka akan datang ke kantor. Selain itu notebook juga hanya diberikan kepada PKB/ PLKB yang muda yang relatif paham terhadap IT dibandingkan dengan PKB yang usianya lebih tua;

j. Berkaitan dengan biaya operasional seperti modem, berdasar pengalaman mereka maka biayanya masih relatif murah yaitu sekitar Rp 50.000,-/ bulan dan hal ini masih dapat diatasi oleh petugas ybs.

5. Berbagai permasalahan ditemui di lapangan, dan berikut beberapa permasalahan yang teridentifikasi. Diharapkan hasil identifikasi tersebut dapat menjadi perhatian semua pihak terkait guna penyempurnaan kebijakan DAK.

6. Daerah telah mengusulkan kebutuhan yang mendesak tetapi menu yang ada di DAK tidak sesuai dengan yang diharapkan;

7. Biaya operasional petugas lapangan (PKB/PLKB, Pos KB dan Sub Pos KB) sangat terbatas. Apabila dana mencukupi terkadang disediakan dana dari APBD sebesar Rp 15.000,-/ bulan.

8. Keterlambatan Juknis DAK menghambat penyusunan program kerja, DPA dan RKA;

9. Tenaga medis penunjang pelayanan Muyan, seperti dokter dan bidan dinilai belum cukup bagus kualifikasinya dalam memberikan pelayanan KB; Di kabupaten Muko-moku, tenaga medis banyak yang belum bersertifikat;

10. Dinilai oleh petugas lapangan bahwa meskipun telah mendapat bantuan DAK KB, tetapi belum berdampak signifikan terhadap minat masyarakat untuk ber KB. Reaksi masyarakat masih “datar – datar” saja;

11. Sarana BKB Kit sudah kondisinya sudah usang, dan perlu diganti;

12. Diperlukan pelatihan SDM untuk menunjang pelaksanaan DAK, khususnya untuk pelaksanaan sarana fisik hasil pengadaan dari DAK, misal pelatihan operasional Muyan dan Mupen dan pelatihan pemasangan implant kit bagi petugas KB

13. Gudang alokon yang ada belum memenuhi standar;

14. Disampaikan oleh pengelola klinik KB bahwa bantuan sarana klinik KB sangat membantu akan tetapi sayang kualitasnya kurang bagus, khususnya untuk obgyn bed dan implant kit. Selain itu belum tersedia lemari untuk menyimpan alokon;

15. Gedung kantor dan gedung pertemuan rusak karena gempa bumi dan belum diperbaiki;

16. Tidak semua usulan yang dianggap prioritas oleh daerah dapat terealisir, akan tetapi usulan yang tidak prioritas ternyata terealisir. Sebagai contoh, dibandingkan dengan public address (pengeras suara), maka pengadaan notebook dan printer dirasakan lebih penting untuk BPPKB Kota Bengkulu;

17. kendala dalam lelang pengadaan barang antara lain yaitu :

a. Harga barang di pasar lebih tinggi daripada alokasi dana yang tertuang di Juknis, sebagai contoh notebook sangat dibutuhkan akan tetapi tidak dapat dilaksanakan pengadaannya karena harga yang sesuai spesifikasi terlalu tinggi sedangkan dana yang tersedia tidak mencukupi (DAKKB tahun 2009 Bengkulu Utara);

b. Kesulitan untuk mendapatkan pihak ketiga dalam proses lelang pengadaan Mupen;

c. Terbatasnya SDM SKPD KB yang memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah; pelaksanaan lelang dititipkan diinstansi lainnya sehingga pelaksanaannya agak terlambat;

d. Panitia lelang belum mengenal barang yang akan dilelang sehingga kesulitan dalam membandingkan harga; dan 
e. Keterbatasan daerah untuk dapat menyediakan garasi untuk Muyan (bis) dan Mupen. Kedua kendaraan roda empat ini cukup mahal dan sangat diperlukan untuk pelayanan KB keliling, maka sayang  kalau tidak terawat;

18. Muyan sangat membantu meningkatkan pelayanan KB, namun khusus untuk daerah yang terpencil dan berbukit, agak kesulitan dijangkau karena Muyan kurang stabil karena bentuknya seperti bis dan agak tinggi ukurannya. Untuk itu perlu dipertimbangkan lagi pengadaan sarana pelayanan KB yang lainnya;

19. Sarana komputer sangat minim di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB, sehingga sangat menghambat proses pendataan serta pelaporan;

20. SKPD KB Kab/kota belum paham sepenuhnya tentang mekanisme pengubahan (revisi) distribusi penggunaan DAK KB, yang sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi persetujuan dari BKKBN pusat akan tetapi cukup pemberitahuan kepada BKKBN pusat. Kewenangan sepenuhnya berada di daerah asalkan masih dalam cakupan menu DAK dalam Juknis;

21. Koordinasi kerja antara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sering kurang optimal dan hal ini dirasakan di lapangan;

22. Materi dalam pemantauan dan evaluasi masih terbatas pada perkembangan kemajuan program dan kegiatan dan realisasi keuangan

E. Saran penyempurnaan DAK KB

Beberapa saran untuk penyempurnaan pelaksanaan DAK KB yang disampaikan oleh beberapa SKPD KB di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat hendaknya memberikan tembusan atau pemberitahuan kepada Pemda cq Bappeda terkait dengan program dan kegiatan KB. Selama ini Bappeda kurang mendapat informasi mengenai kegiatan KB.
2. Bantuan pemerintah untuk program kegiatan di daerah sebaiknya dievaluasi sehingga outcome yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
3. Juknis DAK KB paling lambat disampaikan pada bulan Januari agar memperlancar pelaksanaan DAK KB di daerah;

4. DAK KB hendaknya bukan hanya untuk penyediaan sarana fisik, akan tetapi juga untuk non-fisik seperti biaya operasional tim sosialisasi, pelatihan (pelatihan untuk petugas penyuluh KB dan pelatihan mengenai pembinaan dan pengembangan anak, biaya operasional petugas lapangan KB, dan biaya jasa petugas medis lapangan dalam melayani KB. Selain itu, untuk pengadaan fisik, sebaiknya menu-menu DAK KB di dalam Juknis ditambah dengan pengadaan garasi untuk Muyan dan Mupen, mubelair untuk UPT KB kecamatan, serta sarana untuk PIK KRR.

5. Mengingat alokasi dana setiap menu DAK KB lebih kecil dari harga barang yang sesuai dengan spesifikasi di dalam Juknis, maka standarisasi harga barang perlu mempertimbangkan kondisi daerah.
6. Diusulkan pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi SDM SKPD KB agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan lelang barang DAK;

7. Untuk menunjang program KB khususnya dalam pengendalian penduduk, bantuan DAK bidang KB di Provinsi Bengkulu masih sangat terbatas. Berbagai sarana yang belum terpenuhi mencakup: 

a. Sepeda motor: belum semua petugas lapangan KB mendapat kendaraan roda 2 padahal jumlah tenaga lapangan yang ada sangat terbatas untuk dapat menjangkau desa–desa. Dampak yang terjadi adalah rendahnya frekuensi pertemuan petugas lapangan dengan masyarakat;
b. Muyan: belum semua kabupaten/kota memiliki Muyan, sehingga daerah-daerah tertentu yang jauh dari klinik KB statis belum mendapat pelayanan KB secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat;

c. Mupen: kabupaten/kota yang memiliki Mupen masih terbatas. Mupen merupakan sarana strategis yang mengikuti perkembangan jaman untuk menarik perhatian masyarakat dan mengajak masyarakat ber-KB;

d. Gudang alokon: hampir semua kabupaten baru (pemekaran) belum mempunyai gudang alokon yang memenuhi standar untuk menjaga kualitas alokon. Gudang beralih fungsi menjadi kantor sehingga kualitas alokon menurun dan tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;

e. Notebook: sarana sistim informasi di daerah masih sangat minim, sarana tersebut sangat mendasar untuk menunjang kegiatan pendataan dan pelaporan serta kegiatan lainnya. Keterlambatan teknologi dan jumlah personal computer yang sangat minim sangat menghambat pelaksanaan kegiatan, hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam menguatkan sistim informasi di daerah. Pelaporan dan pendataan di daerah-daerah yang belum memiliki komputer dilakukan secara manual sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena lamban, sering terjadi kesalahan, dan tidak menghemat kertas; dan
f. Implant kit, IUD Kit, obgyn bed, BKB Kit, KIE Kit, dan public address: sarana untuk pelayanan pemasangan alat kontrasepsi dan pelayanan kegiatan penyuluhan.  Sebagian besar alat-alat tersebut sudah usang atau tidak lengkap, untuk itu perlu pengadaan kembali dan diprioritaskan bagi daerah yang belum pernah memiliki sarana tersebut.
3.5.2. Hasil Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang KB di Provinsi Jawa Timur

Evaluasi dan pemantauan DAK secara terpadu dari pusat dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 November 2010 dengan melakukan diskusi di Surabaya dan diikuti oleh seluruh SKPD serta Badan Perencanaan Pembangunan tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Wakil dari pusat adalah Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan kementerian terkait lainnya. Hari ke dua difpkuskan untuk diskusi evaluasi DAK Bidang KB, yang dilaksanakan di BKKBN Provinsi Jawa Timur, dengan mengundang wakil dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Pelaksanaan evaluasi DAK KB tersebut didahului dengan pengiriman kuesioner kepada responden, yaitu (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Lamongan; (2) Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik, Bapemas KB dan KS Kota Surabaya; (3) Bappeda kabupaten/kota, Pengelola DAK KB; dan (4) PLKB. Pada hari ketiga dilakukan kunjungan lapangan ke Beberapa kabupaten di Pulau Madura dan berdiskusi pula dengan beberapa SKPD KB setempat. Adapun hasil evaluasi DAK KB di Jawa Timur adalah sebagai berikut.

A. Perencanaan dan Penganggaran

Alasan yang disampaikan daerah untuk dapat mendapatkan bantuan DAK Bidang KB di Provinsi Jawa Timur antara lain adalah karena rendahnya komitmen Pemda untuk mendukung program KB sehingga diperlukan DAK KB guna mendukung capaian target program KB nasional; selan itu, DAK KB dibutuhkan karena keterbatasan sarana dan prasarana penyuluhan, pembinaan, serta pelayanan KB di daerah.
Proses pengusulan DAK KB di Kota Surabaya dimulai dari penyusunan usulan DAK KB oleh Bapemas KB dan KS Kota Surabaya melalui pagu RKA. Setelah Juknis DAK KB diterbitkan, dilakukan perubahan penyesuaian distribusi menu DAK KB yang telah sebelumnya disusun kemudian dikirimkan ke BKKBN Pusat. Sambil menunggu perubahan distribusi menu tersebut maka disiapkan revisi RKA DAK KB. Adanya perubahan terhadap usulan DAK tersebut harus mendapat persetujuan walikota terlebih dahulu. Demikian juga, proses pengusulan dan pembahasan DAK KB juga dirasakan tidak mengalami masalah dan kendala yang berarti karena selalu dilakukan rapat berkala antara Bapemas dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Bapeko Surabaya. Sementara itu, informasi yang didapat dari BPPKB Kabupaten Lamongan, bahwa untuk mengajukan usulan DAK KB selama ini dilakukan dengan cara mengajukan menu sesuai Juknis tahun sebelumnya dan disampaikan ke BKKBN pusat. Selain itu, proposal DAK juga diusulkan ke Bappeda untuk kemudian diteruskan ke BKKBN pusat.

Berdasarkan informasi Bapemas KB dan KS Kota Surabaya, penyediaan dana pendamping DAK dari APBD Kota Surabaya dirasakan tidak mengalami masalah berarti. Sedangkan BPPKB Kabupaten Lamongan merasakan adanya kendala ketika Juknis DAK KB terlambat. Keterlambatan Juknis tersebut mengganggu kelancaran perencanaan DAK KB yaitu dalam penyusunan proposal dan pengusulan dana pendamping karena menu dan pagu indikatif belum diketahui di awal penyusunan rencana. 
B. Pelaksanaan

Berdasarkan diskusi dan jawaban instrumen pemantauan dan evaluasi DAK KB, beberapa temuan yang didapat pada pelaksanaan DAK KB di Provinsi Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan Provinsi Bengkulu. Temuan yang didapat mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Dokumen yang selama ini menjadi acuan untuk pelaksanaan DAK KB adalah RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, surat dari provinsi, Juknis DAK KB, surat dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan serta RKA DAK.
2. Distribusi penggunaan DAK KB sebagaimana tertuang di dalam Juknis DAK KB sebagian sudah sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan daerah. Namun demikian, ada juga yang belum sesuai dengan keinginan daerah, misalnya alokasi untuk BKB Kit lebih kecil dari kebutuhan (Bapemas KB dan KS Kota Surabaya).
3. Mekanisme perubahan distribusi penggunaan DAK untuk disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah, biasanya dengan persetujuan Sekda. Sepanjang perubahan distribusi penggunaan menu DAK tersebut tidak keluar dari Juknis DAK KB maka hal tersebut dimungkinkan dan dapat langsung disampaikan ke BKKBN pusat.
4. Respon BKKBN terhadap usulan distribusi penggunaan DAK sering lambat sehingga menganggu rencana kerja kabupaten.
5. DAK KB di Provinsi Jawa Timur pada umumnya baru terealisasi pada triwulan ke 3.
6. Koordinasi pelaksanaan DAK KB telah dilakukan dengan berbagai instansi, yaitu BKKBN provinsi, Bappeda kabupaten, bagian keuangan dan pembangunan Sekda kabupaten; 

7. Penyediaan dana pendamping sebesar 10 persen dari alokasi DAK KB yang diterima, masih dirasakan berat oleh SKPD KB. Selain itu, pada penyusunannya sering terjadi keterlambatan karena terlambatnya penerimaan Juknis DAK KB dari BKKBN pusat ke daerah. Selan itu, biaya operasional dan pemeliharaan sarana/menu DAK KB juga masih dirasakanberat bagi daerah karena keterbatasan APBD;

8. Berbagai manfaat sarana DAK KB di tiga kabupaten sampel dapat dilihat pada Tabel 14. Umumnya DAK KB sangat membantu kinerja SKPD KB dan meningkatkan operasionalisasi kegiatan-kegiatan pada program KB.
Tabel 14. Pemanfaatan Menu DAK KB di Provinsi
	No.
	Menu DAK KB
	Kota Surabaya
	Kab Lamongan
	Kab Gresik
	Pemanfaatan sarana DAK

	
	
	2009
	2010
	2009
	2010
	2009
	2010
	

	1
	Muyan
	
	
	√
	
	
	√
	Sangat membantu pelayanan KB keliling khususnya untuk daerah yang terpencil, pesisir, perbatasan dan tertinggal, dan untuk kegiatan momentum.

	2
	Sarana klinik KB (implant kit & obgyn bed)
	√
	
	√
	
	√
	
	Meningkatkan pelayanan pemasangan dan pencabutan kontrasepsi

	3
	Implant kit
	
	√
	
	√
	
	
	Meningkatkan pelayanan kontrasepsi

	4
	IUD Kit
	
	√
	
	
	
	
	Meningkatkan pelayanan kontrasepsi

	5
	Sepeda motor
	√
	√
	√
	√
	√
	
	Mempercepat mobilitas PLKB/PKB, karena wilayah kerjanya lebih dari satu desa; Meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, pelaporan dan pembinaan institusi masyarakat. 

	6
	Note-book
	√
	
	√
	
	√
	
	Kelancaran pendataan, dan pembuatan laporan, sebagai pelaksanaan SIM berbasis IT dari tingkat desa hingga pusat, dan sebagai sarana e- learning petugas lapangan untuk mengetahui perkembangan program KB.

	7
	MUPEN
	
	
	
	
	
	√
	Meningkatkan jangkauan wilayah KIE, lebih cepat dan merata, masyarakat lebih memahami KB

	8
	Gudang alokon
	
	
	
	√
	
	
	Kemudahan pemeliharaan dan menjaga kualitas alat dan obat kontrasepsi

	9
	KIE Kit
	
	
	
	√
	
	
	Memudahkan pembinaan KB. Sudah banyak yang hilang

	10
	BKB Kit 

	√
	
	√
	√
	
	
	Memudahkan pembinaan KB. Sebagian sudah usang dan pemanfaatannya kurang optimal

	11
	Public address
	
	
	
	√
	
	
	Mendukung kegiatan penyuluhan dan pembinaan.

	13
	Printer ink jet
	
	
	
	√
	
	
	Memenuhi saran kerja kantor guna menunjang kinerja


Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010
C. Pemantauan dan Evaluasi

Selanjutnya, beberapa temuan yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK KB di daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Di Kota Surabaya telah dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang beranggotakan Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Bappeko, Bina Program, Bagian Keuangan serta Bapemas KB dan KS. Sedangkan di Kabupaten Lamongan belum dibentuk tim pemantauan dan evaluasi, namun koordinasi telah dilakukan dengan instansi terkait seperti Bappeda dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD/KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara/PPAS dan APBD;

2. Petugas pembuat laporan DAK KB adalah Kasubdit KB Bapemas KB dan KS. Laporan disampaikan ke provinsi sebagaimana tertuang di dalam Juknis, yaitu melaporkan perkembangan pelaksanaan DAK dan disampaikan secara triwulanan. Kendala  yang dihadapi dalam penyusunan laporan yang menyebabkan keterlambatan pelaporan dikarenakan  data yang belum lengkap serta format laporan yang dianggap terlalu detail.

3. Manfaat yang diperoleh dari DAK Bidang KB untuk setiap program sebagaimana tertuang di dalam Juknis DAK KB adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB, yaitu meningkatnya pelayanan KB bagi masyarakat. Namun demikian, rasio petugas KB dengan jumlah desa masih belum mencapai jumlah ideal karena jumlah petugas lapangan KB yang masih terbatas;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KIE/advokasi KB, yaitu meningkatnya capaian peserta KB aktif. Salah satu isu di lapangan adalah banyaknya jumlah perkawinan yang terjadi di usia muda sehingga memerlukan pembinaan yang lebih mendalam dan intensif;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling, yaitu meningkatnya kegiatan pelayanan KB bagi masyarakat. Namun demikian, biaya operasional dan perawatan sarana pelayanan KB tersebut masih sangat terbatas. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya manfaat DAK KB apabila tidak diimbangi dengan dukungan anggaran untuk operasional peralatan tersebut; dan
d. Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, yaitu meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak pada keluarga peserta KB.
4. DAK KB sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program KB di kab/kota, mengingat sampai dengan tahun 2007 belum ada kegiatan yang langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sementara APBD kab/kota semakin menurun;
5. DAK KB memberikan pengalaman yang berharga kepada kab/kota untuk merencanakan dan melaksanakan kebutuhan program KB di wilayahnya masing-masing;
6. Penentuan menu pada juknis DAK KB perlu lebih memperhatikan aspirasi daerah, dengan tetap mengedepankan kepentingan Program KB;
7. Pada umumnya SKPD KB telah melaksanakan tender dan telah menunjuk pemenang tender DAK KB per September 2010;

8. Terkait dengan pemanfaatan notebook, sejauh ini notebook yang diberikan kepada petugas lapangan KB digunakan untuk membuat pendataan dan pelaporan KB serta kebutuhan administrasi lainnya. Namun demikian, PLKB belum cukup mahir untuk mengoperasionalkan notebook tersebut, sehingga diperlukan pelatihan komputer dan IT untuk menunjang pemanfaatan notebook dan kinerja PLKB. Selain itu, PLKB yang mendapatkan notebook tidak seluruhnya  siap dan mampu menggunakannya. Untuk itu, diusulkan PLKB tersebut mendapat pelatihan IT;

9. Berbagai permasalahan yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi di lapangan meliputi hal-hal di bawah ini. Hasil identifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak terkait untuk penyempurnaan kebijakan DAK KB ke depan:
a. Dalam Proses Penyusunan Rencana Program/Anggaran DAK, pemerintah Provinsi belum dilibatkan secara signifikan. Hal ini dikarenakan kebanyakan pemerintah kabupaten/kota langsung berhubungan dengan K/L teknis terkait di pusat, bahkan mekanisme perencanaan DAK tidak masuk dalam sistem perencanaan pembangunan (Musrenbang);
b. Dasar penentuan kab/kota penerima DAK yang ditinjau dari kemampuan fiskal daerah tersebut tidak selalu tepat. Perhatian pemkab/kota terhadap Program KB seharusnya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana/kemampuan fiskal di daerah. Program KB merupakan salah satu pelayanan dasar kesehatan untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka mendukung upaya pengendalian jumlah penduduk. Perhatian hanya pada kapasitas fiskal daerah tersebut menyebabkan KB terabaikan, oleh karena itu DAK KB sebaiknya diberikan kepada seluruh daerah;
c. Persentase alokasi penggunaan DAK dalam Juknis kadangkala tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan;

d. Beberapa kab/kota yang APBD-nya terbatas mengajukan keberatan untuk menyediakan dana pendamping;

e. Kabupaten/kota seringkali belum memahami bahwa perubahan distribusi penggunaan DAK KB cukup dilaporkan ke BKKBN pusat dengan tembusan ke BKKBN provinsi, dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pusat. Karena menunggu respon dari BKKBN pusat  maka terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya;
f. Banyaknya laporan triwulan pelaksanaan DAK KB yang langsung disampaikan ke K/L teknis terkait tanpa ditembuskan kepada Bupati/Walikota, maupun kepada gubernur;
g. Belum adanya keseragaman format pelaporan terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
h. Penyampaian petunjuk teknis dari K/L selalu terlambat dan pada umumnya setelah APBD ditetapkan sehingga daerah mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dana pendamping (sharing budget) dan baru dapat dialokasikan pada APBD perubahan;
i. Untuk menunjang penyusunan perencanaan DAK KB masih diperlukan pelatihan bagi SDM di bidang DAK, R/R dan IT; 

j. Tanpa dukungan biaya operasional, maka manfaat DAK KB menjadi kurang optimal, mengingat bahwa (1) Sarana fisik dari DAK, misal mobil pelayanan  dan penerangan KB hanya akan bermanfaat apabila dioperasikan, dan tentu saja membutuhkan dana operasional sekaligus pemeliharaannya; (2) Keterbatasan APBD di daerah; serta (3) program KB di daerah yang dianggap belum menjadi prioritas sehingga program KB tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai.
10. Kualitas BKB kit kurang bagus dan perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu;

11. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan proposal DAK KB adalah terbatasnya ketersediaan data dasar untuk mendukung penyusunan proposal serta rendahnya kemampuan SDM dalam penggunaan komputer/ IT;

12. Dalam teknis administrasi anggaran ditemukan masalah bahwa program di dalam DAK KB tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sehingga tidak muncul kode rekening dalam APBD yang terkait DAK. Hal ini berpotensi menjadi temuan BPKP;
13. Berbagai permasalahan pengadaan barang DAK KB meliputi sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kemampuan dan pengalaman dalam mengelola pengadaan barang dan jasa. Selan itu, jumlah SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sangat terbatas. Diperlukan pengetahuan pengadaan yang cukup, antara lain untuk menangani sanggahan. Salah satu kasus yang terjadi adalah sanggahan yang dilakukan oleh penyedia barang dan dilakukan gugatan banding ke pengadilan tinggi Tata Usaha Negara hingga 7 kali sidang (gugatan dinyatakan tidak kuat);
b. Masih rendahnya pemahaman tentang spesifikasi dan harga satuan;

c. Barang yang dikirim sesuai spesifikasi tetapi palsu;

d. Terjadi pemalsuan kode registrasi barang. Penyedia barang memalsukan nomor kode registrasi AKL dan AKD untuk alat kesehatan dan setelah dilakukan pengecekan, kode registrasi tersebut merupakan kode untuk tepung terigu.

D. Saran penyempurnaan DAK KB

Saran yang disampaikan oleh Provinsi Jawa Timur untuk perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan DAK KB ke depan antara lain adalah :

1. Diusulkan persentase alokasi penggunaan DAK dihapuskan dan diserahkan sepenuhnya kepada SKPD KB, dengan tetap menegakkan rambu–rambu dasarnya.
2. Diusulkan agar menu DAK KB lebih terbuka dan dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing–masing serta DAK KB dapat dipenuhi sesuai standar minimal pelayanan (SPM).
3. Dilakukan sosialisasi terhadap perubahan-perubahan dalam pengelolaan DAK KB karena daerah masih belum mengetahui bahwa perubahan menu di dalam DAK KB tidak perlu menunggu persetujuan BKKBN tetapi cukup hanya dengan pemberitahuan saja.
4. Diperlukan anggaran non-fisik untuk menunjang sarana fisik dalam rangka mencapai target kerja pelayanan KB.
5. Juknis DAK KB hendaknya dapat dikirimkan paling lambat bulan September sekaligus bersamaan dengan pertemuan koordinasikan SKPD se-Jatim.
6. Perencanaan DAK KB kab/kota disesuaikan dengan jadwal perencanan APBD kab/kota, sehingga memudahkan kab/kota dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA dan penyediaan dana pendamping. Perlu diketahui bahwa perubahan DPA harus melalui proses PAK (perubahan anggaran dan kegiatan) yang pelaksanaannya pada bulan Juli setiap tahun, sehingga bila DAK tidak sesuai dengan DPA, maka akan terjadi penundaan pelaksanaan DAK karena harus menunggu proses PAK tersebut.

7. Diperlukan penguatan kemampuan pengadaan barang dan jasa dengan memperbanyak pejabat/staf yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pelatihan dan ujian sertifikasi dan dengan melakukan pembinaan intensif dan pemberian informasi tentang spesifikasi teknis dan harga satuan barang.

8. Untuk penguatan cakupan evaluasi, perlu dilakukan penelitian/survey/evaluasi terhadap (1) kinerja petugas lapangan setelah disediakannya sarana transportasi bagi mereka, (2) pemanfaatan berbagai sarana hasil DAK KB, dan (3) komitmen Pemda dalam mendukung program KB melalui dukungan APBD. Informasi yang didapat bahwa ada kecenderungan menurunnya APBD Kab/Kota untuk Program KB setelah adanya DAK KB.
9. Sistem pelaporan DAK sebaiknya dilakukan secara berjenjang, terpadu dengan APBD lainnya dan periodik serta dikoordinasikan oleh masing-masing Bappeda baik di tingkat provinsi maupun kab/kota. Format laporan juga berisi data indikator output dan outcome sebagai bahan evaluasi.
10. Hendaknya pagu indikatif DAK masing-masing bidang dialokasikan pada K/L di awal proses perencanaan pembangunan, sehingga dapat dibahas dalam mekanisme Musrenbang;
11. Kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan DAK dikeluarkan dalam waktu bersamaan dan merupakan satu kesatuan yang utuh berupa pedoman pengelolaan DAK mengingat banyaknya SKPD KB daerah yang tidak mengetahui berbagai peraturan terkait pengelolaan DAK, khusunya DAK KB;
12. Dalam proses perencanaan, Bappeda provinsi hendaknya dilibatkan sehingga hasilnya dapat dibahas sebagai bahan pada rapat koordinasi.

13. Dibutuhkan sosialisasi terkait dengan dana pendamping DAK.
14. Rehabilitasi kantor SKPD dan UPT Kabupaten Lamongan sangat diperlukan guna menunjang kinerja pelayanan pada masyarakat.
15. Diusulkan agar program DAK dapat diselaraskan dengan Permendagri 13 tahun 2006 agar muncul kode rekeningnya di APBD.
16. Diusulkan diadakan rakor yang khusus membahas DAK, salah satunya membahas permasalahan dan kebutuhan masing–masing kabupaten/ kota.
17. Perlu dibentuk tim terpadu di tingkat pusat dan antara pusat dan daerah untuk pengelolaan DAK mulai tahap perencanaan, pemantauan, evaluasi  serta pelaporan.
18. Perlu disusun suatu sistem pendataan yang konstruktif sebagai dasar penetapan alokasi DAK.
19. Konsistensi tim pusat terhadap pemberian sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku kepada pengelola DAK apabila tidak menyampaikan laporan, maupun pemberian reward and punishment terhadap pengelola DAK yang rajin menyampaikan laporannya.
20. Regulasi yang akan disusun tim pusat dalam konteks perencanaan dan penganggaran dana DAK agar tetap merujuk dan mengintegrasikan PP. Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekon dan TP serta PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga dapat terpadu dan terintegrasi serta saling terkait dalam satu kesatuan antara APBN dengan APBD; dan
21. Diusulkan diberikan modal usaha kepada para akseptor KB sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan dan mewujudkan KKBS.

3.5.3. Ringkasan Hasil Pengamatan Pengelolaan DAK KB di Provinsi
Tantangan utama program KB di era desentralisasi dan otonomi daerah adalah masih rendahnya kesadaran pemerintah daerah dalam mengendalikan kuantitas penduduk dan menjadikan program KB sebagai kegiatan prioritas di daerah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya alokasi anggaran pemda untuk mendukung program KB, baik untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pelayanan KB maupun untuk mendukung operasionalisasi tenaga lapangan KB. Oleh karena itu, DAK KB saat ini menjadi salah satu sumber pendanaan yang sangat diharapkan daerah untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi program KB. Namun demikian, sampai saat ini belum semua daerah mendapat DAK KB padahal KB menjadi bagian dari pelayanan dasar di bidang kesehatan reproduksi dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Selanjutnya, program KB sebagai bagian dari upaya pengendalian kuantitas penduduk yang didukung dengan DAK KB tersebut baru akan dirasakan manfaat dan dampaknya dalam kurun waktu yang lama. Hal ini menyebabkan DAK KB kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah padahal ketidakberhasilan program KB akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk, yang kemudian akan berimplikasi pada bertambah beratnya beban pembangunan di berbagai bidang. Dengan kata lain, alokasi DAK KB sampai saat ini dirasakan masih sangat rendah dan belum sesuai dengan jumlah yang diharapkan.


Sarana-sarana DAK KB yang bersifat fisik mutlak memerlukan dukungan anggaran yang bersifat non-fisik  agar dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk mendukung program KB. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sarana/menu DAK KB seperti Muyan dan Mupen tentu memerlukan SDM yang terlatih untuk mengoprasionalkannya, selain itu dukungan anggaran operasional juga amat dibutuhkan untuk memaksimalkan kegunaannya. Anggaran operasional yang dimaksud berupa anggaran untuk mendanai bidan dan petugas lapangan pada saat momentum pelayanan KB mobil, anggaran untuk pemeliharaan rutin peralatan, serta anggaran untuk bahan bakar Muyan/Mupen. Demikian halnya dengan penggunaan sepeda motor yang memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran non-fisik amat penting dan paralel dengan penggunaan sarana fisiknya agar dapat memberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali pasal 60 Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005 Tentang  Dana Perimbangan yang menyebutkan bahwa “DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas”.  
Berbagai kendala dan permasalahan yang bersifat teknis maupun non-teknis kerapkali dihadapi dalam mengelola DAK KB di daerah. Permasalahan seperti keterbatasan APBD, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengelola KB di daerah, masih rendahnya pemahaman dan pengalaman SKPD KB di bidang perencanaan dan penganggaran, serta tata cara pengadaan barang dan jasa merupakan masalah klasik dan berulang setiap tahunnya. Masalah-masalah tersebut perlu ditemukenali sebagai kendala utama yang menghambat pelaksanaan pengelolaan DAK KB di daerah dan menyebabkan pengelolaan DAK KB kurang berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, tindak lanjut perbaikannya harus dikonkritkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung perbaikan sistem dan kualitas SDM pengelola KB.
Selain itu, perencanaan DAK KB di tingkat pusat ternyata juga memiliki andil tehadap kurang efektifnya pelaksanaan DAK KB di daerah dan menambah beban daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggarannya. Keterlambatan penyampaian Juknis di daerah dan kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan mengenai pengelolaan DAK KB merupakan tantangan pusat untuk memperbaikinya. Sebagai contoh adalah tidak tersosialisasikannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah yang dapat menjadi solusi sementara untuk mengatasi keterlambatan penyampaian Juknis di daerah. Selain itu, daerah juga belum mengetahui bahwa telah dikeluarkan PMK Nomor 126/PMK.07/2010 yang menyebutkan pada pasal 28 bahwa sisa anggaran DAK KB di tahun berjalan dapat digunakan untuk DAK KB di tahun berikutnya sesuai dengan juknis tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Berdasarkan hal ini, maka dibutuhkan sebuah pedoman komprehensif yang berisi berbagai aturan yang menjadi rujukan bagi daerah guna memudahkan pengelolaan DAK KB. Selain itu, peran Bappeda kab/kota/provinsi dalam pengkoordinasian perencanaan DAK KB dirasakan masih kurang. Bappeda kab/kota/povinsi hanya sebatas mengetahui pelaksanaan DAK KB tanpa turut menyusun perencanaannya.
Isu penting lainnya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan DAK KB di daerah adalah belum tersedianya pedoman teknis yang menjadi panduan bagi SKPD KB agar dapat  memanfaatkan DAK KB secara optimal. Pedoman yang dimaksudkan diharapkan dapat melengkapi petunjuk teknis yang telah ada. Sebagai contoh adalah pengadaan Muyan-Mupen. SKPD KB kurang menyadari bahwa Muyan/Mupen memerlukan tempat penyimpanan yang aman (garasi) dan operasional pemeliharaan, selain itu Muyan/Mupen membutuhkan petugas terlatih yang mampu mengoperasionalkanny. Seringkali petugas yang mengoperasionalkan Muyan/Mupen belum tersedia ketika Muyan/Mupen telah siap dioperasikan. Demikian halnya dengan notebook yang membutuhkan kemampuan SDM penggunanya. SKPD KB penanggung jawab notebook seringkali belum terampil menggunakan komputer/laptop, sehingga notebook yang ada tidak dapat langsung digunakan untuk pencatatan dan pelaporan. 
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

4.1.1. Manfaat DAK KB Tahun 2009


Manfaat DAK KB yang telah dirasakan oleh SKPD KB dan tenaga lini lapangan KB pada tahun 2009 untuk setiap program adalah: 

A. Program peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan (sepeda motor, notebook), yaitu:
a. meningkatnya cakupan dan daya jangkau petugas lapangan KB ke daerah-daerah yang  sulit yang merupakan kantong-kantong unmet need;

b. meningkatnya frekuensi pembinaan petugas lapangan kepada masyarakat;

c. menyempurnaan sistem pelaporan DAK dengan meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelaporan data, serta meningkatnya efisiensi penggunaan kertas.

d. meningkatnya proses pembelajaran dan pengetahuan SKPD KB terhadap program KB dengan dimanfaatkannya notebook untuk belajar teknologi dan memperoleh informasi melalui koneksi jaringan dengan BKKBN provinsi; dan
e. meningkatnya semangat kerja petugas lini lapangan guna mendorong kinerjanya.

B. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan komunikasi informasi dan edukasi KB (Mupen), yaitu 
a. meningkatnya pemahaman dan penerimaan PUS calon peserta KB tentang KB dan keluarga sejahtera;
b. meningkatnya semangat  kerja petugas lapangan KB dan kepedulian masyarakat akan kembali hidupnya Program KB.
C. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB di klinik KB dan kendaraan pelayanan KB keliling (sarana klinik, Muyan), yaitu:
a. Meningkatnya kemampuan klinik untuk melayani akseptor KB, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;

b. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan KB di daerah;

c. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB;

d. Meningkatnya pemerataan pencapaian hasil program KB sampai ke tingkat kecamatan; dan
e. Meningkatnya komitmen pemerintah kabupaten/ kota terhadap program KB.

D. Program peningkatan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (BKB Kit), yaitu meningkatkan cakupan kegiatan BKB (bina keluarga balita).
4.1.2. Permasalahan DAK KB

· Perencanaan
1. Pemerintah provinsi belum dilibatkan secara signifikan dalam  proses penyusunan program/anggaran DAK, karena kebanyakan pemerintah kabupaten/kota langsung berhubungan dengan K/L teknis terkait di pusat, bahkan mekanisme perencanaan DAK tidak masuk dalam sistem perencanaan pembangunan (Musrenbang). 
2. Terbatasnya ketersediaan data-data teknis untuk  mendukung perencanaan kebutuhan sarana (fisik) di setiap daerah (antara lain cakupan wilayah dan karakteristik  kondisi fisik lapangannya, data klinik, dan data tenaga lini lapangan yang sangat dinamis). 
3. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan DAK KB di daerah dipengaruhi oleh perencanaan DAK KB di pusat. Keterlambatan penerimaan Juknis di daerah memicu keterlambatan perencanaan dan penganggaran DAK KB di daerah yang selanjutnya berimplikasi pada sulitnya menyediakan dana pendamping DAK KB, keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang, serta pemanfaatannya untuk mendukung program KB
4. Beberapa kab/kota dengan kondisi APBD yang terbatas mengajukan keberatan untuk menyediakan dana pendamping.

5. Menu pada Juknis DAK KB tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kab/kota dan Kab/kota terpaksa menyesuaikan dengan menu yang tercantum di dalm Juknis.
6. Kab/kota menghadapi kesulitan untuk memperoleh informasi detail mengenai spesifikasi dan harga unit barang yang diusulkan.

· Pelaksanaan

1. Kurang optimalnya dukungan dan komitmen daerah dalam penguatan kelembagaan SKPD KB sehingga dapat menghambat efektivitas program KB, yaitu (a) sebagian daerah masih berupa kantor dan (b) untuk daerah yang sudah dibentuk badan, masih bergabung dengan bidang lain seperti pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kurangnya dukungan pemda dalam menyediakan dana operasional (non-fisik) yang menunjang sarana-sarana fisik.
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang memadai untuk memaksimalkan manfaat DAK KB, meliputi:
· Terbatasnya staf yang mampu mengoperasionalkan Mupen dan Muyan dengan baik karena pengadaan barang tidak satu paket dengan pelatihan khusus untuk operasional dan perawatan.
· Penggunaan notebook belum maksimal karena petugas KB sebagian besar masih belajar menggunakan komputer;

· Terbatasnya pejabat/staf yang memiliki kompetensi/memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah;

· Panitia pengadaan barang hampir seluruhnya  bukan berasal dari SKPD KB sehingga kurang memahami alat atau perangkat yang akan diadakan;

· Terbatasnya pemahaman tentang spesifikasi teknis dan harga satuan barang untuk menentukan harga perkiraan sementara.

4. Kab/kota belum memahami bahwa perubahan distribusi penggunaan DAK cukup dilaporkan tanpa perlu mendapat persetujuan dari pusat yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan DAK KB.

· Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi
1. Belum efektifnya SEB 2008 antara Meneg PPN/ Kepala Bappenas, Menkeu, dan Mendagri tentang Juklak Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
2. Belum dibentuknya tim pemantauan dan evaluasi gabungan antar-instansi di daerah (SKPD KB, BAPPEDA, sekda, BKKBN, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota).
3. Pemantauan dan evaluasi DAK KB yang dilakukan saat ini lebih kepada realisasi pengadaan barang saja dan belum mencakup manfaatnya serta dampaknya terhadap capaian program KB.
4. Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan pusat di daerah terkait pengelolaan DAK KB yang berakibat rendahnya pemahaman para pengelola DAK KB dan berimplikasi pada kurang efektifnya pelaksanaan dan pengelolaan DAK KB di pusat maupun di daerah.

5. Belum dipahaminya proses pelaporan dengan baik, terlihat dari banyaknya laporan triwulan pelaksanaan DAK KB yang langsung disampaikan ke K/L teknis terkait tanpa ditembuskan kepada Bupati/Walikota/Gubernur dan banyaknya kabupaten/kota penerima DAK Bidang KB yang terlambat menyampaikan laporan realisasi bahkan tidak melapor sama sekali ataupun laporan yang disampaikan tidak lengkap atau memiliki format yang berbeda, sehingga mempersulit perencanaan DAK KB di tahun berikutnya.
6. Tidak adanya feedback dari hasil pelaporan yang telah dilaksanakan oleh daerah termasuk mekanisme reward and punishment yang belum berjalan secara efektif.

4.2. REKOMENDASI
Rekomendasi yang diusulkan untuk perbaikan pengelolaan DAK KB ke depan meliputi (1) penguatan kebijakan DAK; (2) penyempurnaan perencanaan DAK; (3) penguatan kelembagaan; dan (4) pengembangan SDM KB. Penjelasan untuk masing-masing poin adalah sebagai berikut:
1. Penguatan kebijakan DAK, dilakukan dengan :
a. meninjau kembali kriteria fiskal sebagai salah satu syarat bagi daerah untuk mendapat DAK KB mengingat KB merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar dan menjadi bagian utama dari upaya pengendalian kuantitas penduduk. Oleh karena itu DAK KB sebaiknya diupayakan diterima oleh seluruh kabupaten/kota; 
b. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan DAK KB dengan mempertimbangan kebutuhan anggaran untuk non-fisik. Untuk itu, perlu ditinjau kembali PP 55/2005 Tentang Dana Perimbangan;

c. meningkatkan tata kelola DAK dengan melakukan harmonisasi kebijakan/peraturan-peraturan yang terkait DAK, serta melakukan sosialisasi kepada pengelola DAK di daerah;

d. meningkatkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan revitalisasi program KB yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 bidang kesehatan-substansi inti KB, khususnya dengan meningkatnkan alokasi DAK Bidang KB yang lebih signifikan dampak dan manfaatnya; 
e. meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah dilimpahkan kepada daerah, khususnya program KB, antara lain dengan memprioritaskan KB dalam pembangunan daerahnya yang diwujudkan melalui dukungan APBD yang memadai (dana pendamping DAK maupun dana untuk kegiatan KB lainnya, baik anggaran untuk fisik maupun untuk operasional kegiatan),  serta penguatan kelembagaan badan KB di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota; 
f. penguatan menu-menu DAK Bidang KB agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
2. Penyempurnaan perencanaan DAK, dilakukan dengan:
a. mengagendakan pembahasan DAK dalam Musrenbangnas dan Musrenbangda; 
b. penguatan peran pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II di dalam perencanaan dan pemantauan serta evaluasi DAK; 

c. penguatan dan penyempurnaan metode pemantauan dan evaluasi, tidak hanya sebatas pada pengadaan barang namun juga terhadap pengukuran manfaat dan dampak terhadap suatu program; 

d. penyempurnaan format pelaporan DAK untuk mendukung pengukuran manfaat dan dampak keberhasilan kegiatan DAK terhadap program; 

e. Penguatan komitmen untuk menyelesaikan dan mengirimkan penyelesaian Juknis DAK sedini mungkin dengan mengantisipasi jadwal perencanaan APBD; dan 
f. penguatan sistem dan pemutakhiran data dasar yang diperlukan untuk perencanaan DAK KB.
3. Penguatan Kelembagaan, dilakukan dengan :
a. pengembangan peran dan fungsi unit KB (SKPD KB) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; 
b. penguatan koordinasi kerja baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi  antara pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota, BKKBN  provinsi dan pusat, serta K/L terkait di pusat; 
c. penyempurnaan  evaluasi, antara lain melalui  penyempurnaan SEB 2008 Tentang Juklak Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK, pembentukan tim pemantauan dan evaluasi secara terpadu di daerah, serta pengembangan metodologi pemantauan dan evaluasi DAK (pengukuran manfaat dan dampak).
4. Pengembangan SDM KB, dengan melaksanakan berbagai pelatihan bagi pelaksana KB di daerah meliputi:
a. pelatihan perencanaan pembangunan; 
b. pelatihan pengelolaan keuangan daerah; 
c. pelatihan pengadaan barang dan jasa; 
d. pelatihan terkait dengan program KB, termasuk pelatihan mengoperasionalkan dan merawat Muyan, Mupen, notebook, serta peralatan medis KB (implant kit, IUD kit dll); serta 
e. pelatihan IT dan sistim data base.
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